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ABSTRAK 

Manusia merupakan makhluk sosial, yang hidup saling berdampingan dan 

membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

menegakkan Hablum Min an-Nas. Salah satu kebutuhan dalam muamalah adalah 

jual beli. Dalam hal ini adalah jual beli barang bertuah (azimat). Terjadinya 

praktik jual beli tersebut dilatarbelakangi karena adanya motivasi pembeli, 

pertama, sebagai koleksi barang pusaka, dan kedua, untuk diambil manfaatnya 

(tabbaruk) yang dipercaya dapat membawa keberuntungan kepada pemiliknya. 

Agar jual beli berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak, maka dalam 

muamalah penjual harus dapat memenuhi kebutuhuhan dan keinginan pembeli, 

baik objek barang bertuah ataupun manfaat barang bertuah yang diinginkan. 

Dalam Islam disyariatkan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat 

jual beli. Selain itu, transaksi jual beli juga dilakukan atas dasar perimbangan 

mendatangkan manfaat dan menghindari mudhorat dalam hidup bermasyarakat. 

Islam pada dasarnya menganut kebebasan terkait, maksudnya yaitu kebebasan 

dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan 

agama dan etika. 

Melihat dari latar belakang masalah di atas, muncul permasalahan yang 

pertama, apa yang dimaksud dengan barang bertuah di masyarakat Desa Mulya 

Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat? 

Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang 

bertuah?. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui apa yang 

dimaksud dengan barang bertuah di masyarakat. Kedua, untuk mengetahui 

pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang bertuah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang berdasarkan kenyataan dilapangan dalam keadaan yang 

sebenarnya. Dan penelitian ini bersifat normatif yaitu dengan mendekatkan 

masalah-masalah yang diteliti dengan norma-norma yang berada di dalam 

ketetapan hukum Islam. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisi secara kualitatif dengan cara 

pendekatan induktif yaitu mengemukakan fakta yang bersifat khusus dan di akhiri 

kesimpulan menggunakan teori yang bersifat umum. 

Berdasarkan hasil penelitian, menurut pandangan hukum Islam tentang 

praktik jual beli barang bertuah (azimat/tamimah) yang dilakukan Mbah Borok di 

Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat hukumnya boleh, asal dalam tansaksi jual beli bertujuan hanya 

sebagai koleksi. Namun, transaksi jual beli tersebut dapat menjadi dilarang, jika di 

niatkan untuk diambil manfaatnya atau dipercaya dapat membawa keberuntungan 

bagi pemiliknya atau pembelinya. Pelarangan tersebut karena berdasarkan pada 

kaidah fikih dan tujuan transaksi jual beli yang tidak dibenarkan syara‟ dan dapat 

berdampak buruk terhadap keimanan pembeli dan orang lain. 

 

 

 



 

 



 

 



 

MOTTO 

                       

“Katakan (Muhammad): marilah Aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan 

kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun”. (QS. Al-An‟am [6]: 

151) 

 

“Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang maka Allah timpakan ke atas 

kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengatahui bahwa Allah 

sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu 

dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepada-Nya” 

- Imam Syafi‟i - 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memberi gambaran yang jelas dan untuk menghindari pemahaman 

yang berbeda dalam memahami skripsi yang berjudul ”Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Praktik Jual Beli Barang Bertuah”, penulis perlu memberi 

penegasan dari pengertian istilah judul skripsi tersebut, sebagai berikut: 

1. Hukum Islam sendiri merupakan sejumlah aturan yang bersumber dari 

pada wahyu Allah dan Sunah Rasul baik yang langsung maupun tidak 

langsung yang langsung mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan 

diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.
1
 

2. Jual beli secara bahasa (lughatan) berasal dari bahasa Arab al-bai‟, at-

tijârah, al-mubâdalah artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. 

Secara istilah (syari‟ah) ulama fikih dan pakar mendifinisikan secara 

berbeda-beda bergantung sudut pandangnya masing-masing. 

Menurut Ibnu Qadamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta 

untuk menjadikan miliknya. Imam Nawawi menyatakan bahwa jual beli 

pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan 

ketentuan syari‟ah. Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mâl) 

dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu.
2
 

                                                             
1
Abdullah Ahmed al-Na‟im, Epistemologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009), h. 90. 
2
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2017), h. 75 



 

3. Barang bertuah (azimat) menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

barang (tulisan) yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat 

melindungi pemiliknya, digunakan sebagai penangkal sakit dan 

sebagainya.
3
 

Berdasarkan beberapa istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari 

judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli 

Barang Bertuah (Studi di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang 

Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat). Desa Mulya Kencana merupakan 

salah satu dari 19 Desa yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. 

Sementara itu, Tulang Bawang Tengah merupakan sebuah Kecamatan di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul 

skripsi ini sebagai berikut: 

1. Alasan objektif 

a. Praktik jual beli barang bertuah di Desa Mulya Kencana, Kecamatan 

Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mana 

jual beli tersebut menimbulkan perdebatan di masyarakat tentang 

hukum praktik jual beli barang bertuah tersebut, sehingga 

membutuhkan kajian lebih lanjut melalui sudut pandang hukum Islam. 

b. Penulis membahas judul skripsi ini karena judul ini belum pernah 

dibahas, oleh karena itu perlu mengkajinya. 

                                                             
3
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), h. 106 



 

2. Alasan subjektif 

a. Dari aspek yang akan dibahas, permasalah tersebut sangat 

memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin mengkaji lebih 

dalam tentang praktik jual beli barang bertuah menurut hukum Islam. 

b. Permasalahan yang ada di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat ini sesuai dengan 

jurusan Mu‟amalah Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 

C. Latar Belakang 

Allah SWT mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam 

rangka menegakkan Hablum Min Allah dan hubungan antara sesama manusia 

dalam rangka menegakkan Hablum Min an-Nas. Yang keduanya merupakan 

misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi.
4
 

Dalam hubungan antara sesama manusia, sangatlah berkaitan dengan 

harta. Karena ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia. 

Karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan 

dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh manusia untuk 

memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan 

manusia.
5
 

 

 

 

                                                             
4
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh,  (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 175. 

5
Ibid, h. 177  



 

Sebagaimana firman Allah: 

                       

                       

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. An- Nisa‟: 29). 

Jual beli merupakan sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk 

memindahkan hak milik dengan cara pertukaran. Di dalam transaksi jual beli 

harus terpenuhi unsur-unsur yang membentuk jual beli. Selain unsur ada juga 

syarat yang harus dipenuhi dalam unsur tersebut. Unsur bisa disebut dengan 

rukun, karena keduanya merupakan pembentuk akad.
6
 

Dari difinisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual 

beli dapat terjadi dengan cara: pertama, yaitu pertukaran harta antara dua 

belah pihak atas dasar saling suka. Pertukaran atas dasar saling rela itu dapat 

dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau 

pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk 

pasar tradisional). Sedangkan yang kedua, yaitu memindah milik dengan ganti 

yang dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang 

dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan 

                                                             
6
Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Gramedia Persada, 2015), h. 

168  



 

disini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat yang sah, dan 

diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.
7
 

Dalam perkembangan praktik jual beli di masyarakat banyak objek yang 

dijadikan sasaran jual beli, seperti contohnya barang bertuah. Barang bertuah 

sendiri artinya benda yang memiliki manfaat lain selain manfaat benda itu 

secara fisik. Seperti yang diketahui bahwa di masyarakat barang bertuah 

adalah benda keramat turun-temurun atau sepeninggalan dari nenek moyang 

yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan, sehingga barang bertuah 

tersebut memiliki daya tarik tersendiri di masyarakat, khususnya di Desa 

Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat untuk diperjualbelikan sebagai koleksi maupun sebagai benda 

atau barang yang membawa keberuntungan. 

Di masyarakat Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat barang bertuah hanya dimiliki oleh orang 

yang memang memiliki keahlian dibidang spiritual. Maka masyarakat yang 

tidak memiliki keahlian spiritual sangat jarang mempunyai barang bertuah 

tersebut. Sehingga masyarakat yang tertarik dengan barang bertuah dapat 

membelinya sebagai koleksi ataupun dimanfaatkan sebagai benda atau barang 

yang membawa keberuntungan. Dalam kasus jual beli, pemilik dan pembeli 

barang bertuah sering kali menggunakan bahasa mahar untuk menentukan 

harga atau barang lain yang setara untuk pemindahan hak atas barang bertuah 

                                                             
7
Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Cet. 2 (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), h. 139-140 



 

tersebut. Bahkan untuk barang bertuah berupa keris, masyarakat memberi 

mahar/membeli dengan harga Rp500.000 sampai Rp1.000.000 bahkan lebih, 

tergantung dengan ketertarikan dari masyarakat. (Menurut Mbah Borok 

penggunaan kata mahar itu sendiri sebenarnya hanyalah sebuah istilah dari 

masyarakat untuk menghargai atau dengan kata lain hanya penentuan harga 

atau pertukaran barang bertuah dengan barang lain yang setara nilainya). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan yang berkaitan dengan praktik jual beli barang bertuah dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Praktik Beli Barang Bertuah 

(Azimat)”. Karena menimbulkan perdebatan di masyarakat tentang hukum 

praktik jual beli barang bertuah tersebut. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang akan 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa yang dimaksud dengan barang bertuah di masyarakat Desa Mulya 

Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang 

Barat? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang 

bertuah? 

 

 



 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan barang bertuah di 

masyarakat. 

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli 

barang bertuah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk memberi wawasan kepada masyarakat terkait tinjauan hukum 

Islam tentang praktik jual beli barang bertuah. 

b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik untuk melengkapi salah satu 

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari‟ah di 

Universitas Islam Negeri Lampung. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 4 tahapan yang dilakuan yaitu cara 

ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Berikut akan dijelaskan mengenai metode 

yang digunakan dalam penelitiaian ini.  

1) Jenis dan Sifat Penelitian 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan 

(feild research) yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan dilapangan 

dalam keadaan yang sebenarnya. Karena itu data yang dianggap sebagai 

data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian, maka 

penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan. Dalam hal ini 



 

adalah di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan 

materi. Misalnya koran, jurnal media elektronik, surat kabar, buku dan 

literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
8
 

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat normatif, yaitu 

kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk 

menginterprestasikan masa lampau. Walaupun data yang dianalisis sudah 

lewat namun hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menginterprestasi atau 

memprediksi kejadian sekarang.
9
 Dalam penelitian ini akan dijelaskan 

mengenai jual beli barang bertuah dengan dijelaskan pula pandangan 

hukum Islam tentang kejadian koteks masalah tersebut. 

2) Sumber Data 

Sumber data terdiri atas dua jenis data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari tangan pertama 

dan data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari sumber 

yang telah ada. 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan yang memerlukan. Data primer ini, disebut dengan data 
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asli atau data baru.
10

 Data ini secara khusus dikumpulkan untuk 

menjawab pertanyaan riset atau penelitian pada penulis. Data primer 

ini penulis daapatkan melalui wawancara langsung dengan para 

penjual dan pembeli barang bertuah di Desa Mulya Kencana, 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-

laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.
11

 

Data sebagai referensi atau bahan yang sesuai dengan pokok 

pembahasan, kemudian dipilih antara teori dan praktik tentang jual beli 

barang bertuah. 

3) Populasi dan Sempel 

a. Populasi 

Menurut Arikunto Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang 

sama walaupun prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain 

seluruh individu yang akan dijadikan sebagai objek peneletian.
12

 

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Mulya 

Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang 
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Bawang Barat yang terdiri 6 orang. Dalam hal ini 1 penjual, 4 pembeli 

barang bertuah dan 1 tokoh agama masyarakat. 

b. Sampel 

Menurut Arikunto berpendapat bahwa Sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti. Sebagai cerminan guna 

menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah melakukan 

penelitian populasi.
13

 Arikunto menyatakan apabila subjeknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah lebih dari 100 orang 

maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.
 14

 

Mengingat populasi sebanyak 6 orang, maka 1 penjual, 4 pembeli dan 

1 tokoh agama di Masyarakat Desa Mulya Kencana, Kecamatan 

Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dijadikan 

sampel penelitian, sehingga merupakan penelitian Populasi. 

4) Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki. Pengumpulan data dengan observasi langsung yakni dengan 

cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada bantuan 
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alat standar lain untuk keperluan tersebut.
15

 Observasi yang dilakukan 

yaitu dengan mengamati praktik jual beli barang bertuah. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh peneliti kepada responden, dan 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara 

terstruktur merupakan teknik wawancara dimana peneliti 

menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian 

sebagai pedoman saat melakukan wawancara.
16

 Pelaksanaan metode 

ini dilakukan dengan mewawancarai penjual barang bertuah di Desa 

Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan wawacara dengan penjual barang 

bertuah di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan melalui wawancara 

terstruktur dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang 

tinjauan hukum Islam tentang jual beli Barang bertuah. Wawancara ini 

dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan 

yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya. 

 

 

 

 

                                                             
15

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cet. Ke-14 (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), h. 70 
16

Iqbal Hasan, Op. Cit., h. 85 



 

5) Metode Pengolahan Data 

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah 

penulis akan mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Editing  

Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan 

oleh para pengumpul data. Tujuannya adalah untuk mengurangi 

kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang 

sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. 

b. Koding 

Koding adalah mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para 

responden kedalam kategori-kategori. Tujuannya adalah sebagai 

penandaan tanda pada kata-kata yang diperoleh, baik berupa 

penomoran atau symbol atau kata-kata tertentu yang menunjukan 

golongan atau kelompok atau klarifikasi data menurut jenis dan 

sumbernya. 

c. Sistematis 

Sistematis adalah data yang diuraikan atau dirumuskan teratur dan 

logis dalam sistemnya berarti utuh, menyeluruh, terpadu, mampu 

menjelaskan rangkaian sebab akibat yang mancakup objeknya.
17

 

Metode ini digunakan untuk melakukan pengelompokan data yang 

telah telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan 

urutan masalah. 
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6) Metode Analisis Data 

Metode analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

sebuah penelitian, karena dengan menganalisa data akan menghasilkan 

penelitian yang akurat. Analisa data adalah analisis terhadap data yang 

berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu. 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya mengambil 

kesimpulan dari data yang terkumpul, dengan menggunakan metode 

analisa data yang sesuai dengan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam 

tentang jual beli barang bertuah dengan menggunakan cara berfikir 

induktif. Cara berfikir induktif adalah metode analisa yang menerangkan 

teori yang bertolak dari hal-hal yang khusus dan menentukan teori yang 

bersifat umum.
18

 Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan 

tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktik jual beli barang 

bertuah yang dikaji dalam hukum Islam dan hasil analisisnya dituangkan 

kedalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematis pembahasan 

dalam penelitian ini. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Hukum Islam Tentang Jual Beli 

1. Pengartian Jual Beli 

Perdagangan atau jual beli berasal dari kata ثبع (baa‟a). Jual beli (al-

bai‟) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan yang 

lain).
19

 Sedangkan menurut etimologi, jual beli adalan pertukaran sesuatu 

dengan sesuatu (yang lain).
20

 

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai‟, at-tijarah, 

al-mubadalah, sebagaimana Allah SWT, berfirman: 

          

Artinya: “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan 

merugi”. (QS. Al-Faathir [35]: 29). 

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual 

menunjukan adanya perbuatan menjual. Sedangkan beli menunjukan 

adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli 

menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak 

penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa 

hukum jual beli.
21
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Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat 

umum dan jual beli yang bersifat khusus. 

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu 

yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang 

mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak 

menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak 

lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan 

adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan 

manfaat atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah 

ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula 

kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas atau 

bukan pula perak, bendannya dapat di realisir dan ada seketika (tidak 

ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si 

pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau 

sudah diketahui terlebih dahulu.
22

 

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mâl) 

dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem 

pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat 

serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang 

dimaksud cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (sighâh ijâb 

qabûl).
23
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Menurut pengertian Syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah 

pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan 

ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).
24

 

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) merupakan suatu 

peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji 

untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain 

(pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari 

sejumlah uang sebagai imbalan.
25

 

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai 

berikut: 

1) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan 

syara‟. 

2) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar 

merelakan. 

3) Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar 

merelakan. 

4) Penukaran benda dengan benda yang lainnya dengan jalan saling 

merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya 

penggantiannya dengan cara yang dibolehkan. 

5) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan 

iqabul, dengan cara yang sesuai dengan syara‟. 
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6) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka 

jadilah penukaran hak milik secara tetap.
26

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa 

jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan 

uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain 

atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan 

syara‟ (hukum Islam).
27

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Landasan jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur‟an, sunah, ijma‟, 

dan fikih kaidah yakni: 

a. Al-Qur’an, di antaranya: 

             

Artinya:“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba‟.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275). 

         

Artinya: “Dan persasikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. Al-

Baqarah [2]: 282). 
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Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

(QS. An-Nisâ‟ [4]: 29). 

 

Ayat tersebut memberikan isyarat, bahwa perniagaan 

diperbolehkan dalam mu‟amalah yang Islami adalah perniagaan yang 

dapat memperoleh keuntungan disamping juga bisa menimbulkan 

kerugian. Oleh karena itu, perniagaan yang tidak bisa menimbulkan 

kerugia, tidak dapat disebut perdagangan, sehingga tidak diperbolehkan 

melakukan riba.
28

 

b. As-Sunah, di antaranya: 

Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa‟ah bin Rafi‟ al-

Bazar dan Hakim: 

ًَ سَسُٛيُ اللهِ  ًُ  – َُ ٍ  سَ َٚ  ِٗ ١ْ ٍَ عَ  ٝ الله  ٍ  صَ  –سُئِ ْٚ أفَْضَ ُّٜ اٌْىَسْتِ أط١َْتَُ أَ أَ

جشُْٚسٍ" َِ ًُّ ث١َْعٍ  ِٖ ٚوُ ًِ ث١ِذَِ جُ ًُ اٌش  َّ  لبَي : "عَ

Artinya: “Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang 

sahabat mengenai perkerjaan yang baik: Rasulullah ketika 
itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan 

seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual 

beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).”
29
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Hadist Rasulullah Saw. Bersabda: 

ْٓ رشََاضٍ  ب اٌج١َْعُ عَ َّ سٍَُ  : إَٔ  َٚ  ِٗ ً  اللهُ ع١ٍََْ يُ اللهِ صَ ْٛ  لبَيَ سَسُ

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu 

harus atas dasar merelakan.” 

Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah 

dari Hasan dari Abi S‟aid: 

ْٓ أثَِ  َْ عَ ْٓ سُف١ْبَ ْٓ أثَِٟدَ  ٟعَ ِٓ عَ ٌْذَسَ ِٓ ا زَحُ عَ ّْ  ِّٝ ِٓ إٌ جِ ٝ ٍ  صَ  –سَع١ِذٍ عَ

 ُ َٓ  – َُ ٍ  سَ َٚ  ِٗ ١ْ ٍَ عَ  الله  ٠م١ِ ذِّ اٌصِّ َٚ  َٓ عَ إٌ ج١ِّ١ِ َِ  ُٓ ١ ِِ ذُٚقُ الأَ لبَيَ : اٌز بجِشُ اٌص 

ٙذََاءِ  اٌشُّ َٚ 

Artinya: “Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S‟aid 

dari Nabi Saw. bersabda: pedagang yang jujur dan 

terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para 

Nabi, shidiqin dan syuhadā‟.”
30

 

Berdasarkan nash di atas kaum muslimin telah ijmak tentang 

kebolehan jual beli dan hikmah yang tergantung didalamnya. Manusia 

merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan 

orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di 

tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan 

sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalannya.
31

 

c. Ijma’ 
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Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, 

tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik 

orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang 

lainnya yang sesuai.
32

 

d. Kaidah Fiqh, di antaranya: 

ْْ ٠ذَُ ي   ٍخَِ الِإثبَ دَخُ الا  أَ َِ عَب ِّ ًُ فِٟ اٌ ٙبَ لأصَْ ِّ َٝ رذَْش٠ِْ ًٌ عٍَ  د١ٌَِْ
 

Artinya: “Hukum asal semua bentuk mu‟amalah adalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.” 

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap mu‟amalah dan 

transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, 

kerja sama (Mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. 

Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan 

kemudharatan, tipuan, judi dan riba.
33

 

 

 

 

ًُ فِٟ ا بُٖ ثبِار عَب لذُِ الأصَْ َِ ب إٌِززََ َِ ٔز١ََذَْزُُٗ  َٚ  ِٓ زعََبلِذَ ٠ْ ِّ  ٌعَمْذِ سِضَٟ اٌ

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak 

yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang 

dilakukan”. 
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Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena 

itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua 

belah pihak. Artinya, tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan 

terpaksa atau dipaksa atau juga tertipu.
34

 

Dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa, dalam sahnya akad 

jual beli harus adanya keridhaan antara dua belah pihak yang 

melakukan transaksi jual beli. 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual 

beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Dalam menetapkan rukun jual 

beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. 

Rukun jual beli menurut pendapat ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab 

(ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari 

penjual). Menurut mereka yang menjadikan rukun dalam jual beli itu 

hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan jual 

beli.
35

 

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak memenuhi rukun dan 

syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli 

adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual 
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beli menjadi sah menurut hukum Islam.
36

 Menurut Abdurrahman Aljaziri, 

mendifinisikan rukun jual beli sebagai berikut:
37

 

a. Al-„aqidani atau dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan 

pembeli. 

1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya. 

2) Pembeli, yaitu pemilik harta yang membeli barang. 

b. Mauqud „alaih, atau obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad 

yang terdiri dari harga dan barang yang dijualbelikan. 

c. Sighat, atau lafazd akad (ijab qabul) yaitu persetujuan antara pihak 

penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana 

pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan 

barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan berang lisan 

maupun tulisan. 

Sedangkan para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:  

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli; 

2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang; 

3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah 

pihak yang menunjukan mereka sedang melakukan transaksi, baik 

tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.
38

 

Syarat jual beli sendiri mencakup: 

1) Syarat yang berkaitan penjual dan pembeli,  di antaranya: 

a. Berakal dan dapat membedakan (memilih). 
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Akad orang gila, mabuk, anak kecil yang tidak dapat 

membedakan (memilih) tidak sah. Jika orang gila dapat sadar 

seketika dan gila seketika, maka akat yang dilakukan pada 

waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, 

tidak sah. Akad anak kecil yang sudah dapat membedakan 

dinyatakan sah, hanya sahnya tergatung kepada izin walinya.
39

 

b. Ridha antara penjual dan pembeli. 

Jual beli tidaklah sah jika di dalamnya terdapat paksaan. 

Jual beli dinyatakan sah jika saling ridha antara penjual dan 

pembelisebagai firman Allah Ta‟ala: 

             

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka 

sama suka (saling ridha) diantara kalian.” (QS. An-

Nisa‟ [4] : 29). 

Namun jika ada paksaan dalam jual beli dengan cara yang 

benar, semisal seorang hakim memutuskan untuk memaksa 

menjual barang orang yang jatuh pailit kerena utang untuk 

melunasi utang-utangnya, maka semisal itu diperbolehkan. 

c. Orang yang melakukan akad diizinkan untuk membelanjakan 

harta. 

Mereka yang diizinkan adalah: 

1) Merdeka; 

                                                             
39

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: Alma‟arif, 1997) , h. 51 



 

2) Mukallaf (telah terbebani syari‟at); 

3) Mempunyai sifat rusydu (dapat membelanjakan harta 

dengan baik).
 40

 

d. Baligh. 

Allah SWT berfirman: 

                  

Artinya:”Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada 

orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta 

(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” (Q.S. an-

Nisa [4]: 5) 

 

Ayat diatas menunjukan bahwa orang yang bukan ahli 

tasawuf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan (Ijab 

Qabul).
41

 

 

 

2) Syarat yang berkaitan dengan barang atau alat tukar jual beli, di 

antaranya:
42

 

a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat. 

Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli 

barang-barang yang diharamkan oleh agama seperti khamar 

(minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bangkai. Hal 

ini berdasarkan pada hadist Nabi Saw: 

                                                             
40

Muhammad Abduh Tausikal, Panduan Fikih Muamalah: Bermodalkan Ilmu Sebelum 

Berdagang, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2013), h. 22-23 
41

Sudarto, Op. Cit., h. 270 
42

Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 52 



 

 َ ْ  الله  ََ ث١َْعَ  إِ ََ  دَش  الأصَْٕبَ َٚ شَ  ّْ ٌْخَ ا َٚ ١ْزخََ  َّ  اٌْ

 

Artinya:”Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli 

bangkai, khamar dan patung”. (Muttafaq Alaih). 

b. Barang yang diperjualbelikan maupun alat tukarnya adalah 

suatu yang dapat diserahterimakan. Sebab sesuatu yang tidak 

dapat diserahkan dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak 

ada. Dan, jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah.
43

 

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, 

para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu: 

a) Jual beli itu terhindar dari cacat. 

b) Apabila barang yank diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang 

itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai 

penjual. 

 

c) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai 

kekuasaan untuk melakukan jual beli. 

d) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.
44

 

4. Syarat Sah Jual Beli 

a) Syarat Umum 

Syarat umum yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan semua 

bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara‟. Diantaranya adalah 
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syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan juga terhindar dari 

kecacatan jual beli, yaitu teridakjelasan, keterpaksaan, pembatasan 

dengan waktu (tauqit), penipuan (gharar), kemudaratan, dan 

persyaratan-persyaratan yang dapat merusak lainnya.
45

 

b) Syarat Khusus 

Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang- 

barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi syarat: 

1. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang. 

2. Harga awal harus diketahui. 

3. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah. 

4. Barang yang diperjualbelikan menjadi tanggung jawabnya penjual. 

 

 

c) Syarat Lujum (Kemestian) 

Akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari “khiyar” (pilihan) 

yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang akad dan akan 

menyababkan batalnya akad.
46

 

Sedangkan, dalam buku Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. Syarat-

syarat bagi sahnya suatu bai‟, yaitu: 

1. Syarat Kecakapan Para Pihak. 
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2. Kesempatan Para Pihak. 

3. Penawaran dan Pernerimaan. 

4. Isi Penerimaan dan Penawaran. 

5. Kepemilikan Barang. 

6. Spesifikasi Barang. 

7. Indikasi Barang. 

8. Eksistensi Barang. 

9. Pemindahtanganan. 

10. Penguasaan Barang Oleh Penjual. 

11. Kehalalan Barang. 

12. Penyerahan Barang. 

13. Harga Barang. 

14. Jual Beli Bersyarat.
47

 

 

Adapun dasar yang dijadikan prinsip dalam mu‟amalah 

kehartabendaan, ada dua hal, yaitu: 

1. Melarang memakan makanan yang batil. 

2. Saling merelakan. 
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Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara 

kamu. (QS. An-Nisa‟ : 29) 

Ayat tersebut memberikan isyarat, bahwa perniagaan diperbolehkan 

dalam mu‟amalah yang Islami adalah perniagaan yang dapat memperoleh 

keuntungan disamping juga bisa menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, 

perniagaan yang tidak bisa menimbulkan kerugian, tidak dapat disebut 

perdagangan, sehingga tidak diperbolehkan melakukan riba.
48

 

5. Macam-Macam Jual Beli 

a. Dilihat Dari Sisi Objek 

1) Jual beli al-Muqayadhah 

Muqayadhah yakni jual beli yang dilangsungkan dengan cara 

saling menukarkan harta dengan harta (barter).
49

 

 

2) Jual beli Sharf  

Sharf berarti jual beli antara satu mata uang dengan mata uang 

lain, baik sejenis maupun tidak sejenis. Menurut „Abd al-Rahman 

al-Juzayri, Sharf adalah jual beli emas dengan emas, perak dengan 

perak, atau jual beli salah satunya dengan yang lainnya. Sharf ini 
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merupakan jual beli (bay‟) peda umumnya, sehingga rukun jual 

beli diberlakukan pula dalam Sharf.
50

 

3) Jual beli Mutlaqah 

Mutlaqah yakni pertukaran  antara barang atau jasa  dengan uang.
51

 

b. Dilihat Dari Segi Cara Menetapkan Harga 

1) Jual beli Musawwamah (tawar-menawar), yaitu jual beli biasa 

ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan 

yang didapatkannya. 

2) Jual beli Amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan 

modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, 

yaitu:
52

 

a) Jual beli Murabahah, yaitu akad jual beli atas barang dimana 

penjual menyebutkan harga pokok pembelian barang kepada 

pembeli dengan mensyaratkan keuntungan sesuai jumlah yang 

diharapkan. Dalam akad Murabahah, penjual yang menjual 

barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan 

harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual 

barang disebut dengan margin keuntungan. 
53

 

b) Jual beli Muwadha‟ah (discount), yaitu jual beli dengan harga 

di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, 
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untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah 

sangat rendah. 

c) Jual beli Tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa 

keuntungan dan kerugian. 

3) Jual beli dengan harga tangguh, ba‟i bitsaman ajil, yaitu jual beli 

dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga 

tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa 

dicicil.
54

 

4) Jual beli Muzayyadah (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran 

dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi sebagai 

pembeli. Sedangkan, jual beli Munaqadhah, yaitu jual beli dengan 

penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi 

tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, 

kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan 

harga termurah.
55

 

 

 

c. Dilihat Dari Segi Pembayaran 

1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran 

langsung. 
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2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal), yaitu jual beli 

yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran 

dilakukan kemudian dan bisa dicicil. 

3) Jual beli penyerahan barang tertunda (deferred delivery), meliputi: 

a) Jual beli Salam, yaitu jual beli dengan ketentuan si pembeli 

membayar saat ini untuk barang yang akan diterimanya dimasa 

mendatang.
56

 Dalam pratiknya, pembayaran ba‟i salam tidak 

selalu dalam bentuk uang, dapat saja dalam bentuk lain. 

Syaratnya, barang yang digunakan untuk membayar tidak 

sejenis dengan barang yang dibeli. Jadi, tidak boleh pembelian 

pada secara salam dibayar dengan padi karena yang demikian 

itu adalah riba. Untuk barang yang tidak dapat dimakan, ulama 

mazhab berbeda pendapat. Ulama mazhab Maliki tidak 

membolehkannya, sedangkan ulama mazhab Syafi‟i 

membolehkannya.
57

 

b) Jual beli Istishna‟, merupakan akad kontrak jual beli barang 

antara dua pihak berdasarkan pesanan dari orang lain, dan 

barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang 

telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara 

pembayaran yang disetujui dahulu.
58
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4) Jual beli yang penyerahan barang dan pembayaran sama-sama 

tertunda. 

6. Sifat-Sifat Jual Beli 

Jumhur fuqaha‟ membagi jual beli kepada shahih dan gharar shahih 

yakni: 

a. Jual Beli Shahih 

Jual beli shahih yaitu jual beli yang disyaratkan menurut asal dan 

sifat sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait 

dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar didalamnya. Jual beli 

shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya 

kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli 

dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.
59

 Namun, jual 

beli yang sah dapat menjadi dilarang dalam syariat bila melanggar 

ketentuan pokok berikut: 

1) Menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain; 

2) Menyempitkan gerakan pasar; 

3) Merusak ketentraman umum.
60

 

 

b. Jual Beli Gharar Shahih 

Jual beli ghairu shahih yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun 

dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek 
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akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan jual beli 

fasid, yakni:
61

 

1. Jual beli bathil 

Jual beli bathil yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut 

asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Akad jual 

beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa 

perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.
62

 Jual beli 

bathil ada beberapa macam, yakni: 

a) Jual beli ma‟dum (sesuatu yang tidak ada) 

Jual beli ma‟dum, yakni jual beli yang dilakukan terhadap 

sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad. Jual beli seperti 

ini termasuk jual beli yang bathil berdasarkan hadist Nabi: 

  ٝ يُ اللهِ صٍَ ْٛ ْ  سَسُ ب : أَ َّ َٟ اللهُ عَُْٕٙ شَسَضِ َّ ِٓ عُ ْٓ عَجْذِ اللهِ اثْ عَ

ٌْذَجٍَخَِ  ًِ ا ْٓ ث١ْ١َعِ دَجَ َُ ََٔٙٝ عَ سٍَ  َٚ  ِٗ  اللهُ ع١ٍََْ

 

Artinya: “Dari Abdullah ibn Umar r.a Sesungguhnya 

Rasulullah Saw, melarang jual beli anak binatang 

yang masih dalam perut induknya”.
63 

b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli 

Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, 

seperti menjual barang yang hilang atau burung piaran yang 

lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh 
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ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori bai‟ gharar (jual 

beli tipuan).
64

 

c) Jual beli gharar 

Jual beli gharar, yakni jual beli yang mengandung tipuan. 

Jual beli mengandung tipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak 

diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak 

di ketahui hakikat dan kadarnya.
65

 Adapun yang termasuk 

dalam jual beli gharar adalah: 

(1) Jual beli muzâbanah 

Jual beli muzâbanah adalah jual beli sesuatu yang yang 

di ketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui 

jumlah atau harganya. Ini biasanya berlaku bagi buah-

buahan yang masih dalam pelepahnya, misalnya.
66

 

Berdasarkan hadist Nabi: 

يُ اللهِ صٍَُٝ  ْٛ ْ  سَسُ ب : أَ َّ َٟ اللهُ عَُْٕٙ شَسَضِ َّ ِٓ عُ ْٓ عَجْذِ اللهِ ثْ عَ

 ُّ ِٓ اٌْ َُ ََٔٙٝ عَ سٍَ  َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ شِ الله  َّ زَاثَٕذَِ ث١َْعَ اٌث  ُّ اٌْ َٚ زَاثَٕخَِ، 

َِ و١َلْاً  ث١ِْتِ ثبٌْىَشْ ث١َْعِ اٌز  َٚ شِ و١َلْاً،  َّ  ثبٌِز 
Artinya: “Dari Abdullah ibn Umar r.a. sesungguhnya 

Rasulullah Saw. melarang jual beli muzabanah. 

Muzabanah adalah menjual buah yang masih di 

pelepahnya dengan takaran dan jual beli anggur 

yang masih di tangkainya dengan takaran.”
67

 

 

(2) Jual beli mulâmasah dan munâbadzah 
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Jual beli mulâmasah adalah jual beli dengan cara 

menyentuh barang di tempat gelap tanpa bisa melihat jenis, 

bentuk, dan kualitas barang. Apa yang disentuh itulah hak 

pembeli.
68

 Sedangkan, jual beli munâbadzah, yaitu jual  

beli dengan melempar barang yang ingin dijual. Barang 

yang dilemparkan oleh penjual kemudian ditangkap oleh 

pembeli, tanpa mengetahui apa yang akan ditangkap itu. 

Jual beli dengan cara itu tidak sah karena menimbulkan 

penipian dan adanya ketidaktahuan (al-jahalah).
69

 

(3) Jual beli bay‟ al-hâdhir li al-bâdî 

Jual beli bay‟ al-hâdhir li al-bâdî yaitu mencegat 

pedagang dalam perjalanannya sebelum sampai di pasar 

sehingga orang yang mencegatnya dapat membeli dapat 

dari harga pasar sehingga mendapat keuntungan yang 

banyak.
70

 

(4) Jual beli an-Najasy 

Jual beli an-Najasy, yakni jual beli yang dilakukan 

dengan cara memuji-muji barang atau menaikan harga 

(penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan 

(tidak bermaksud untuk menjual atau membeli), tetapi 

hanya dengan tujuan mengalabui orang lain.
71
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d) Jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan (bay‟ al-najis dan 

bay‟ al-mutanajjis).  

Jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan (bay‟ al-najis 

dan bay‟ al-mutanajjis). Seperti jual beli khamar, babi, 

bangkai, dan darah, karena barang-barang tersebut bukan 

termasuk kategori harta benda (mâl) dan ini dilarang. Beberapa 

pendapat dari Imam Hanafi (seperti yang diungkapkan oleh 

Wahbah Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu) 

membolehkan jual beli binatang buas seperti jual beli anjing, 

macan tutul, singa, srigala, dan kucing, karena binatang-

binatang tesebut masuk dalam kategori (mâl) harta benda. 

Akan tetapi tetapi penjualan binatang-binatang tersebut harus 

disertai dengan syarat, bahwa binatang tersebut benar-benar 

dimanfaatkan dengan baik sesuai ajaran syariat.
72

 

e) Jual beli urbun 

Jual beli urbun, yaitu jual beli yang dilakukan dengan 

perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia 

setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan 

jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi 

penjual.
73

 

f) Jual beli air 
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Salah satu syarat jual beli adalah benda yang 

diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Tidak sah 

melakukan jual beli terhadap harta benda yang dimiliki secara 

bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara, tanah. Seluruh 

harta benda, seperti air laut, sungai, dan sumur umum tidak 

boleh diperjualbelikan karena tergolong mal mubah.
74

 

2. Jual beli fasid 

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli 

batil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli 

fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, 

yaitu jual beli shahih dan jual beli yang batil. 

Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka jual beli itu shahih. 

Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak 

terpenuhi, maka itu batil. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual beli 

yang fasid antara lain sebagai berikut:
75

 

a) Jual beli majhul (barangnya secara global tidak diketahui). 

b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. 

c) Jual beli barang yang (tidak ada) di tempat atau tidak dapat 

diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat 

dilihat oleh pembeli. 

d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. 

e) Jual beli dengan barter harga yang diharamkan. 
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f) Jual beli „ajal, yaitu jual beli dengan pembayaran yang 

ditangguhkan kemudian dibeli kembali dengan tunai. 

g) Jual beli anggur dan buah-buahan lain dengan tujuan untuk 

pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa 

pembeli itu adalah produsen khamar. 

h) Melakukan dua akad jual beli dalam satu akad atau ada dua syarat 

dalam satu akad jual beli.
76

 

7. Jual Beli Yang Dilarang 

Secara umum, ma‟qud „alaih adalah harta yang dijadikan alat 

pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi‟ (barang jualan) 

dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila 

ma‟qud „alaih adalah barang yang bermanfaat, berbentuk, dapat 

diserahterimakan, dapat dilihat oleh orang yang berakad, tidak 

bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari 

syara‟.
77

 

Dalam buku Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. M. A. tentang Hukum Perdata 

di Indonesia. Muhammad Rasulullah Saw. melarang jual beli barang yang 

terdapat unsur penipuan yang dapat mengakibatkan adanya penyesalan 

pihak yang ikut transaksi jual beli. Selain itu, dengan adanya jual beli 

dapat mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan 

                                                             
76

Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 

106-107 
77

Buchari Alma Donni Juni Priansa, Op. Cit., h. 154 



 

sebagai akibat transaksi jual beli.
78

 Hal ini diungkapkan beberapa contoh 

jual beli yang dilarang, sebagai berikut: 

a) Jual beli barang yang dibeli sebelum diterima barangnya. 

b) Menjual barang untuk mengungguli penjualan orang lain. 

c) Membeli dengan menaikan harga barang, padahal tidak bermaksud 

untuk membelinya. 

d) Memperjualbelikan barang haram dan najis. 

e) Jual beli gharar (yang terdapat unsur penipuan di dalamnya). 

f) Dua bentuk tansaksi pada satu barang atau harta. 

g) Membeli sesuatu barang atau harta kepada seseorang yang sedang 

menuju ke pasar. 

h) Jual beli Ijon adalah jual beli barang yang belum layak 

diperjualbelikan.
79

 

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, disini akan 

diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang 

lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: (1) 

Menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain; (2) Menyempitkan gerakan 

pasar; (3) Merusak ketentraman umum.
80

 

1) Membeli barang harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, 

sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata 

supaya orang lain tidak dapat membali barang itu. 
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2) Membeli barang yang masih dalam masa khiyar orang lain. 

3) Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu 

membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu 

mereka belum mengatahui harga pasar. 

4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang 

lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
81

 

8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 

a. Manfaat Jual Beli 

Manfaat jual beli, antara lain: 

1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat 

yang menghargai hak orang lain. 

2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar 

kerelaan atau suka sama suka. 

3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang 

daganganya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli 

memberi uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. 

Dengan demikian, jual beli mampu mendorong untuk saling bantu 

antara penjual dan pembeli dalam kebutuhan sehari-hari. 

4) Dapat terhindar dari memakan atau memiliki barang yang haram. 

5) Penjual dan pembeli dapat mendapat rahmat dari Allah swt.
82

 

b. Hikmah Jual Beli 
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Allah SWT membolehkan atasjual beli sebagai peluang dan 

keleluasaan kepada hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi 

mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan 

seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak 

seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu 

manusia dituntut berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam 

hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari saling 

tukar, dimana seorang memberi apa yang ia miliki untuk kemudian ia 

memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhannya 

masing-masing.
83

 

Menurut Dr. H. A.Khumedi Ja‟far, S.Ag.,M.H dalam buku hukum 

perdata di Indonesia, manfaat dan hikmah jual beli yang dapat 

diperoleh dari tansaksi jual beli antara lain: 

1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada 

dengan jalan suka sama suka. 

2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta 

yang diperoleh dengan cara batil. 

3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal. 

4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat). 

5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi 

jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan 

ridha terhadap anugrah Allah SWT. 
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6) Dapat menciptakan hubungan silaturrahim dan persaudaraan antara 

penjual dan pembeli.
84

 

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan 

keingan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan 

adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang 

diinginkannya, kerena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat 

terkaitan dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Dapat diartikan 

bahwa hikmah diperbolehkan jual beli adalah menghindari manusia 

dari kesulitan bermu‟amalah.
85

 

B. Hukum Islam Tentang Akad 

1. Pengertian Akad 

Kata akad berasal dari bahasa Arab adalah ُُُالَْعَقد yang berarti mengikat, 

menetapkan, membangun, dan lawan dari melepaskan.
86

 Kata akad berarti 

juga perikatan atau janji. Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia 

yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak. Akad merupakan kesepakatan 

kedua belah pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang 

telah disepakati. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa akad 

merupakan kegiatan dari dua belah pihak untuk maksud tertentu.
87

 Bisa 

juga berarti: 

 ِٓ ْٓ جَبِٔج١َْ ِِ ٠بًّ ِٛ عَْٕ َِ  َْ ١بًّ أَ َْ سَثْطبَ دَسِّ وَب ْٚ ءِسَٛاءٌ أ ْٟ َٓ أطَْشَ افِ اٌش    اٌش  ثظُ ث١َْ
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Artinya: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun 

ikatan secara maknawi, dari saru segi maupun dua segi.”
88

 

Secara terminologi, akad yaitu sebagai berikut: 

a) Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan 

ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada 

objeknya. 

b) Menurut Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan salah 

seorang melakukan akad kepada yang lainnya sesuai syara‟ pada segi 

yang tampak dan berdampak pada objeknya. 

c) Menurut Syaiful Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu 

akibat hukum pada objeknya. 

d) Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara, akad 

adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

e) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah 

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
89

 

Dari peengertian mengenai akad tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa akad merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri 

tentang suatu perbuatan hukum tertentu yang dilakukan sesuai dengan 
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prinsip syariah. Akad terwujud karena adanya ijab dan qabul serta adanya 

kesesuaian dengan prinsip syariah.
90

 

Menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan 

khusus. Pengertian akad dalam artian umum, menurut Syafi‟iyah, 

Malikiyah, dan  Hanafiyah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh 

seseorang berdasarkan keinginan sendiri. Sementara dalam artian khusus, 

diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan 

ketentuan syara‟ yang berdampak pada objek atau menghubungkan ucapan 

salah seorang yang berakad dengan yang lain sesuai syara‟dan berdampak 

pada objeknya.
91

 Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai 

perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul pernyataan pihak kedua untuk 

menerimanya.
92

 

Sedangkan menurut istilah akad memiliki arti keterikatan keinginan 

diri dengan suatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya 

komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah 

dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan 

seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.
93
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Adapun akad menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu perbuatan 

dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lainnya atau lebih.
94

 

2. Dasar Hukum Akad 

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukan 

keumuman wajibnya memenuhi “akad” adalah sebagai berikut:
95

 

a. Al-Qur’an, di antaranya: 

Di antaranya adalah Firman Allah: 

          

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad 

itu.” (QS. Al-Mâidah [5]: 1). 

  ...              

Artinya: “...Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia 

dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti 

diminta pertanggungjawaban”. (QS. Al-Isra‟ [17]: 34). 

 

             

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 

pikulnya) dan janjinya”. (QS. Al-Mu‟minun [23]: 8). 
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Pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu memiliki kebebasan 

untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun 

demikian, kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad ada yang 

berhak mutlak, tanpa batas, selama tidak ada larangan di dalam Al-

Qur‟an dan as-Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan ulama 

Hanabilah dan Malikiyah, dan menurut ulama Hafiyah dan Syafi‟iyah, 

sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam 

menentukan syarat, tetapi kebebasannya tetap mempunyai batas 

(terbatas), yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak 

syara‟ dan tidak bertantangan dengan akad itu sendiri.
96

 

b. As-Sunah, di antaranya: 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Al-nasai dari 

Abdullah bin Umar r.a., bahwa Nabi saw., bersabda: 

 ْٓ ِ عَ ُ عَجْذِ الله  َٟ الله  شِٚ سَضِ ّْ ِٓ عَ ُ عَْٕ   ثْ ٟ  صٍَّٝ الله  ْ  إٌ جِ َُ  ُٗ أ سٍَّ َٚ  ِٗ ع١ٍََْ

  ٓ ُْٕٙ ِِ ِٗ خَصٍْخٌَ  ْٓ وَبٔذَْ ف١ِ َِ َٚ ٕبَفمِبً خَبٌِصًب  ُِ  َْ ِٗ وَب ٓ  ف١ِ ْٓ وُ َِ لبَيَ أسْثعٌَ 

إِرَا دَذ سَ وَزَةَ  َٚ  َْ َٓ خَب ِّ ْٓ إٌ فبَقِ دَزٝ  ٠ذََعَٙبَ إِرَا اؤْرُ ِِ ِٗ خَصٍْخٌَ  وَبٔذَْ ف١ِ

 َُ إرَِا خَبصَ َٚ إِرَا عَب٘ذََ غَذَسَ  فجََشَ )سٚاٖ اٌجخبسٞ ِٚسٍُ ٚاٌزش ِزٞ َٚ

 ٚإٌسبئٝ(
 

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a., bahwasanya 

Nabi Saw., bersabda: Empat hal bila ada pada seseorang, 

maka dia adalah seorang yang munafik tulen, dan 

barangsiapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari 

empat hal tersebut maka ada dirinya terdapat sifat nifaq 

hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat ia 

khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan 

jika berseteru curang”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Al-

Nasai dari Abdullah bin Umar r.a.).
97
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Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.: 

 

 ُ َٟ الله  شَ سَضِ َّ ِٓ عُ ْٓ إِثْ ُ لبَيَ  عَ ٟ  صٍَّٝ الله  ثِ عْذُ اٌز  ِّ يُ:  : سَ ْٛ َُ ٠مَُ سٍَّ َٚ  ِٗ ع١ٍََْ

 َِ ََ اٌم١ِّبَ ْٛ َ٠ ِٗ َٛ اءٌ ٠ُْٕصَتُ ثغَِذْسَ رِ ًِّ غَبدِسٍ ٌِ  خِ. )سٚاٖ اٌجخبسٞ ِٚسٌٍُِىُ

 َ َٟ الله  شَ سَضِ َّ ِٓ عُ ب( عٓ اثْ َّ  عَُْٕٙ
 

Artinya: “Diriwayarkan dari Ibnu Umar r.a., berkata: aku mendengar 

Nabi Saw., bersabda: bagi setiap penghianat akan 

diberikan bendera pada hari kiamat yang ditegakan sesuai 

kadar penghianatannya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim 

dari Ibnu Umar r.a.).
98

 

 

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw., bersabda: 

 

ْٓ خَبٔهََ  ِِ  ْٓ لارَخَُ َٚ ٕهََ  َّ ِٓ ائْزَ َِ بٔخَاٌََِٝ  َِ الاَ  ادَِّ
 

Artinya: “Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat 

kepadamu, dan janganlah kau khianati orang 

mengkhianatimu (sekalipun)”.
99

 

c. Ijma’ 

Ulama muslim sepakat (ijma‟) atas kebolehan akad jual jual. 

berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan jelas sekali bahwa 

praktik akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas 

dari syara‟,dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan 

dalam kehidupan manusia. 

Berdasarkan makna umum “akad” sebagaimana disebutkan, maka 

jual beli, sewa menyewa, dan semua akad mu‟âwadhah lainnya, dan 

nikah dinamakan dengan “akad”. Karena setiap pihak berkomitmen 
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untuk memenuhi janjinya dan terikat dirinya untuk melaksanakannya 

suatu perjanjian.
100

 

Berdasarkan makna khusus “akad” sebagaimana disebutkan dalam 

dalil-dalil dapat dipahami bahwa “akad” adalah setiap kehendak yang 

timbul dari kedua belah pihak berdasarkan suka dengan suka yang di 

buktikan melalui ijab qabul. Dengan demikian kedua belah pihak 

terikat untuk melaksanakan haknya masing-masing.
101

 

d. Kaidah Fiqh, di antaranya: 

ب  َِ ٔز١ََذَْزُُٗ  َٚ  ِٓ زعََبلِذَ ٠ْ ِّ ًُ فِٟ اٌعَمْذِ سِضَٟ اٌ بُٖ ثبِار عَب لذُِ الأصَْ َِ  إٌِززََ
 

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak 

yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang 

dilakukan”. 

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena 

itu, transaksi akan dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan 

kedua belah pihak. Artinya, tidak sah apabila salah satu pihak dalam 

keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga tertipu.
102

 

جبَِٟٔ َّ عَبِٟٔ لَا ٌفَْظُ ٚاٌ َّ اٌ َٚ مبَصِِذِ٘بَ  َّ دِ اٌ ْٛ ِٝ اٌعُمُ  اٌعِجْشَحُ ف
 

Artinya: “Yang dianggap (penting) dalam akad adalah maksud dan 

makna bukan lafal dan bentuk perkataan”. 

Berdasarkan kaidah ini, hasil yang diperoleh dari akad tidak 

tergantung kepada lafal yang digunaka para pihak yang berakad, tetapi 
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tergantung pada maksud dan makna hakiki dari lafal yang diucapkan 

tersebut. Kaidah ini diterapkan bila terjadi perbedaan antara maksud 

tujuan para pihak yang berakad dengan lafal yang diucapkan, yang 

dipegang adalah maksud atau niat para pihak.
103

 

3. Rukun dan Syarat Akad 

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang 

harus terpenuhi. Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi 

untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan 

(peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.
104

 Suatu akad 

baru terbentuk bila terpenuhi rukun (unsur) nya. Adapun unsur akad yaitu 

sebagai berikut:
105

 

 

 

a. Dua pihak atau lebih yang melakukan akad (Al-„Aqidain) 

Al-„Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Menurut 

Abdurrahman Raden Aji Haqiqi, para ulama ahli Usul Fiqh telah 

membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 5 (lima) tahap Subjek 

Hukum: 

1. Marhalah al-Janin 

2. Marhalah al-Saba 

3. Marhalah al-Tamyiz 

4. Marhalah al-Bulugh 

                                                             
103

Rozalinda, Op. Cit., h. 400 
104

Gemala Dewi dkk, Op. Cit., h. 49-50 
105

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Op. Cit., h.145 



 

5. Marhalah al-Rushd.
106

 

Adapun persyaratan bagi orang yang melakukan akad (aqid) 

mempunyai ahliyah dan wilayah maka hukumnya ada tiga, yaitu: 

1) Apabila aqid mempunyai ahliyah al-ada‟ kamilah dan mempunyai 

wilayah (kewenangan) untuk melakukan akald maka akadnya sah 

dan dapat dilangsungkan (Nafiz).
107

 

2) Apabila akad itu timbul dari orang yang tidak memiliki ahliyah dan 

wilayah (kewenangan) sama sekali maka akadnya menjadi batal. 

3) Apabila akad dilakukan oleh orang yang memiliki aliyah al-ada‟ 

kamilah, tetapi tidak memiliki wilayah (kewenangan) untuk 

melakukan transaksi, maka akadnya disebut fudhuli, hukum 

akadnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan orang yang 

memiliki barang.
108

 

b. Objek akad (Mahal Al-„Aqd/Al-Ma‟qud Alaih) 

Mahal Al-„Aqd adlah objek akad atau benda-benda yang dijadikan 

akad yang bentuknya tampak dan membekas. Syarat objek akad, yaitu: 

1) Telah ada pada waktu akad diadakan 

2) Dibenarkan oleh nash 

3) Dapat diketahui dan ditentukan oleh para pihak yang berakad 

4) Dapat diserakan pada akad terjadi.
109

 

c. Akad (Sighat)  
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Pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang 

yang melakukan akad untuk menunjukan keinginannya yang 

mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Uangkapan itu harus 

mengandung serah terima (ijab-qabul). 

Ijab (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih 

dahulu, dan qabul (penerimaan) diungkapkan kemudian. Ini adalah 

madzhab Hanafiyah. Yang benar menurut mereka, ijab adalah yang di 

ucapkan sebelum qabul, baik itu dari pihak pemilik barang atau pihak 

yang akan menjadi pemilik berikutnya. Ijab menunjukan penyerahan 

kepemilikan, sementara qabul menunjukan penerimaan 

kepemilikan.
110

 

 

 

d. Tujuan Akad (Maudhu‟ a-„aqd) 

Syarat akad atau Maudhu‟ al-„aqd atau dalam hukum perjanjian 

disebut “Prestasi”. Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti 

tujuan dalam jual beli (buyu‟/ba‟i) ialah menyerahkan barang dari 

penjual kepada pembeli dengan ganti atau bayaran (iwadh), dalam 

hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (mauhud) 

tanpa ganti (iwadh) dan akad sewa (ijarah) ialah memberi 

manfaatdengan ganti (iwadh).
111
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Dari uraian tentang rukun dan syarat akad di atas dapat 

disimpulkan bahwa syarat sahnya akad pada dasarnya sama dengan 

syarat sahnya suatu perjanjian konvensional sebagaimana ditentukan 

dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 

a) Adanya kesepakatan yang mengikat para pihak; 

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c) Suatu hal tertentu mengenai objek perjanjian harus jelas; dan 

d) Suatu sebab yang halal tidak melanggar ketentuan perundang-

undangan.
112

 

 

 

 

 

4. Macam-Macam Akad 

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian 

dapat dikelompokan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai 

pengelompokan akakad ini pun terdapat banyak penggolongan-Nya. 

Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:
113

 

a) Dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi pada aqad shahih dan 

aqad ghairu shahih: 
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1) Aqad shahih, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-

syarat menurut syariat. Aqad shahih menurut Hanafiyah dan 

Malikiyah terbagi kepada: 

a. Nafiz, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan 

mempunyai wewenang untuk akad tersebut. Aqad nafiz terbagi 

kepada: aqad lazim dan aqad mauquf ; 

Lazim, yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah 

seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain atau akad yang 

mengikat para pihak yang berakad. Akad lazim (mengikat para 

pihak) terbagi pada: 

1) Akad lazim (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan. 

2) Akad lazim (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan oleh 

kedua pihak. 

3) Akad lazim (mengikat) terhadap satu pihak saja. 

b. Mauquf, yaitu akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia 

tidak mempunyai kekuasaan unruk melakukan akad tersebut.
114

 

2) Aqad ghairu shahih, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur 

dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai. Ulama 

Hanafiyah membagi akad ghairu shahih kepada akad batil dan 

fasid. 

a. Akad batil adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau 

akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya. 
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b. Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. 

Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan 

akad itu menjadi terlarang. Terhadap akad fasid wajib 

difasakhkan, baik oleh salah seorang dari dua orang yang 

berakad, maupun oleh hakim karena akad tersebut dilarang 

secara syar‟i. Fasakh dapat dilakukan dengan syarat: 

1) Barang yang menjadi objek akad masih ada atau utuh. 

Apabila barang telah rusak atau berubah, maka tidak dapat 

dilakukan.
 115

 

2) Barang yang menjadi akad tidak ada kaitannya dengan hak 

orang lain. Apabila objek akad berhubungan dengan orang 

lain, maka fasakh tidak berlaku. 

 

Akad batil terlarang karena secara asasi akad itu terlarang, 

sedangkan akad fasid terlarang karena adanya sifat yang tidak 

menyatu pada akad. Jika ada sifat yang menyatukan dengan akat 

maka hukumnya maruh tahrim. Seperti jual beli an-najas, talaqi 

ar-rukban, jual beli pada waktu azan jum‟at.
116

 

b) Akad menurut tujuan terbagi atas dua jenis: 

1) Akad Tabarru‟ adalah akad yang memang dimaksudkan untuk 

menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan 
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pahala dari Allah SWT, dan sama sekali tidak ada unsur mencari 

return atau motif mencari keuntungan. 

2) Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan ubtuk mencari dan 

mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi 

semuanya.
117

 

c) Akad tidaknya bagian (qismah) pada akad, sehingga akad dibagi dua 

bagian: 

1) Akad Musammah, yaitu akad yang telah ditetepkan syarat dan telah 

ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, ijârah; dan 

2) Akad Ghair Musammah, yaitu akad yang belum ditetapkan oleh 

syariah dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
118

 

 

 

d) Dilihat dari segi objek, akad dibagi dua: 

1) Akad „ainiyah, yaitu akad yang sah jika terjadi serah terima objek 

akad. 

2) Akad Ghoiri‟ „ainiyah, adalah akad yang menjadi sah dengan 

hanya ijab qabul.
119

 

e) Dilihat dari segi maksud dan tujuan akad dapat dibedakan oleh 

beberapa hal, yaitu: 
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1) Kepemilikan; 

2) Menghilangkan kepemilikan; 

3) Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada 

wakilnya; 

4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas 

seperti orang gila; dan 

Penjagaan.
120

 

5. Akibat Hukum Akad 

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya 

dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan 

tetapi, meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat hukum akad 

tersebut belum dilaksanakan. Akad yang belum dilaksanakan akibat 

hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad mauquf. Untuk dapat 

melakukan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi 

dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu adanya kewenangan sempurna 

atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang 

dilakukan.
121

 

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari akad yang telah dibuat atau 

dilaksanakan, yaitu: 

a. Semua akad secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang 

mengadakan akad. 
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b. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara 

tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sudat akad 

yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah. 

c. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. 

d. Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang, jika pihak 

yang berhutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak 

yang berpiutang.
122

 

6. Berakhirnya Akad 

Akad berakhir apabila telah tercapainya tujuan dan atau terjadinya 

pemutusan berakad.
123

 Selain itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa satu 

akad dapat berakhir apabila: 

a) Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki 

tenggang waktu. 

b) Dibatalkan salah satu pihak yang berakad, apabila akad tersebut 

sifatnya tidak mengikat. 

c) Dalam akad yang mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika; 

1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu 

rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 

2) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, khiyar rukyah. 

3) Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. 

4) Tercapai tujuan akad itu secara sempurna. 

d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
124
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C. Tinjauan Umum Barang Bertuah 

1) Pengertian Barang Bertuah 

Membahas mengenai barang bertuah atau benda magis hampir selalu 

di kait-kaitkan dengan kata-kata mitos, religi, mistik, dan lain sebagainya. 

Yang di maksud dengan barang bertuah atau benda magis di antaranya: 

mustika, geliga, akik, batu permata, fosil, azimah, Keris, tombak, tongkat, 

dll. Keberadaan benda-benda tersebut merupakan suatu tanda kebesaran 

Tuhan. Beberapa barang bertuah (azimat) yang memang berkekuatan 

magis yang memiliki kekuatan secara alami dari benda tersebut seperti 

halnya khodam penjaga dan ada pula berupa isian atau yang diasmak 

(dirajah), kesemuanya itu baik tergantung dari niat dan kebutuhan.
125

 

Sebagaimana dimaklumi bahwa azimat (tamimah) merupakan benda 

yang dijadikan sebagai penangkal dari suatu penyakit, mara bahaya 

ataupun sesuatu yang ditakutkan. Dalam kamus Mukhtar al-Shihah, 

disebutkan tamimah adalah pelindung yang digantungkan pada manusia. 

Al-Manawi menyebutkan, tamimah ini asalnya adalah tenunan yang 

digantung oleh orang Arab pada kepala anak-anak untuk melindunginya 

dari penyakit ‘ain, kemudian istilah ini digunakan untuk setiap benda yang 

dijadikan sebagai penangkal.
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Dalam perkembangannya, yang dimaksud barang bertuah (azimat) 

adalah segala benda yang dipercaya dan diyakini memiliki berkah untuk 

tujuan-tujuan tertentu. Namun jimat tidak terbatas pada bentuk dan kasus 

tertentu akan tetapi mencakup semua benda dari bahan apapun dan 

bagaimanapun cara pakainya.
127

 

Sedangkan dalam artikel lain (on-line), tamimah adalah sesuatu yang 

dikalungkan, diikatkan pada tangan, dipakai sebagai sabuk, diselipkan 

pada kopyah, atau digantungkan di dekat pintu rumah, pada mobil, atau 

semisalnya dengan anggapan bahwa ia adalah sebab dalam mencegah 

bahaya atau mendatangkan kemanfaatan. (Disarikan dari penjelasan 

Syaikh Sholih bin Abdil Aziz Aalu Syaikh dalam at-Tamhiid lisyarhi 

Kitaabit Tauhid). Dalam bahasa Indonesia banyak disebut dengan jimat.
128

 

Adapun proses terkirimnya suatu kekuatan energi pada suatu benda 

bertuah yang alami maupun benda yang diisi kekuatan sehingga dapat 

menjadi sesuatu benda yang memiliki daya tuah khusus, ada beberapa 

faktor dan dapat melalui beberapa mekanisme antara lain sebagai berikut : 

1) Benda yang berasal dari di alam gaib yang diciptakan Tuhan memiliki 

berkah. 

2) Benda yang berasal batu alam atau batu proses alami yang diciptakan 

Tuhan memiliki berkah. 
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3) Benda yang berasal dari binatang yang diciptakan Tuhan memiliki 

berkah. 

4) Benda yang berasal dari tumbuhan yang diciptakan Tuhan memiliki 

berkah. 

5) Benda yang melalui proses pengisian secara alami yang memiliki 

berkah. 

6) Benda yang keberadaannya pada waktu dan asal yang tidak biasa atau 

langka yang memiliki berkah. 

7) Benda yang melalui proses pengisian secara aktif yang memiliki 

berkah. 

8) Benda yang berasal dari isian seseorang yang memiliki berkah. 

9) Benda yang berasal dari rajahan seseorang yang memiliki berkah.
129

 

Dalam pemahaman masyarakat kita pada umumnya orang yang 

memiliki atau menyimpan benda yang berkekuatan magis di sebabkan 

karena ada beberapa faktor: 

1) Benda tersebut hanya mempusakai, mewarisi begitu saja, tanpa tahu 

maksud dan tujuannya. 

2) Mewarisi yang di sertai dengan pesan-pesan mengenai tujuan cara 

petunjuk memakainya  dan memeliharanya. 

3) Pendapat dari pembelian, pemberian atau menemukan dengan tahu 

atau tanpa tahu maksud dan tujuannya. dll.
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Berikut hadist-hadist Nabi SAW yang menggunakan perkataan 

“tamimah” serta penjelasan hukum menggunakanya, antara lain: 

1. Mewartakan kepada kami Ayyub bin Muhammad Ar-Raqqiy, 

mewartakan kepada kami Mu‟ammar bin Sulaiman, mewartakan 

kepada kami „Abdullah bin Bisyr, dari Al-A‟masy, dari „Amr bin 

Murrah, dari Yahya bin Al-Jazar , dari putra saudara perempuannya 

Zainab, yaitu istri „Abdullah, dari Zainab. Dari „Abdullah, beliau 

berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

لَ ْ  إِ  اٌزِّ اٌشُّ َٚ  َُ بئِ َّ اٌز  َٚ اٌخََ شِشْنٌ ٝ  َٛ 

Artinya: “Sesungguhnya jampi-jampi dengan nama berhala dan Setan, 

azimat dan tiwalah adalah suatu perbuatan orang-orang 

musyrik”.
131

 

 

 

2. Dari „Uqbah bin „Amir bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW 

bersabda: 

 ْٓ َِ ٌَُٗ ُ دَعَ الله  َٚ دَ عَخ فلَاَ  َٚ ْٓ رعٍََ كَ  َِ َٚ  ٌَُٗ ُ ُ  الله  خً فلَاَ أرََ َّ ١ ِّ  رعٍََ كَ رَ
 

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan (hati) pada tamimah 

(jimat), maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. 

Barangsiapa yang menggantungkan dirinya pada kerang, 

maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan.” 
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(H.R. Ahmad) (Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad, 

Maktabah Syamilah, Juz. XXVIII, Hal. 623, No. Hadits : 

17404).
132

 

3. Dalam riwayat lain disebutkan: 

خً فمَذَْ أشَْشَنَ  َّ ١ ِّ ْٓ عٍَ كَ رَ َِ 
 

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan tamimah (jimat), maka 

ia akan berbuat syirik.” (H.R. Ahmad) (Ahmad bin 

Hambal, Musnad Ahmad, Maktabah Syamilah, Juz. 

XXVIII, Hal. 637, No. Hadits : 17422).
133

 

Ketiga hadist di atas, menjelaskan kepada kita bahwa menggunakan  

azimat merupakan perbuatan tercela, bahkan merupakan perbuatan 

syirik berdasarkan hadist dan kedua. Yang dimaksud dengan syirik adalah 

menyekutukan Allah Ta‟ala atau mengi‟tiqad sesuatu selain Allah 

mempunyai kekuatan yang sama dengan-Nya. Lalu timbul pertanyaan, 

bagaimana kalau seseorang menggunakan azimat tanpa ada i‟tiqad azimat 

tersebut dapat memberi pengaruh melindungi dirinya secara mandiri 

(ta‟tsir), tetapi azimat itu hanya sekedar sebagai sebab adanya 

perlindungan, dimana pada hakikatnya hanya Allahlah yang 

melindunginya? Bukankah ini sama halnya dengan kita menggunakan obat 

dari seorang dokter, kalau kita mengi‟tiqad obat tersebut yang 

menyembuhkannya secara mandiri, tentu ini tanpa diragukan dapat disebut 

sebagai syirik, sebaliknya kalau dii‟tiqadkan hanya sebagai sebab, dimana 
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pada hakikatnya hanya Allah-lah yang mengobatinya, maka tentu tidak 

seorangpun dapat mengatakan ini sebagai syirik, bahkan termasuk dalam 

kategori usaha yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya. 

Apabila telah kita pastikan apabila menggunakan azimat tanpa ada 

i‟tiqad azimat tersebut dapat memberi pengaruh melindungi dirinya secara 

mandiri (ta‟tsir) bahkan syirik yang diharamkan, lalu kenapa Rasulullah 

SAW mengatakan penggunaan azimat merupakan perbuatan syirik 

sebagaimana dua hadist di atas? Menjawab pertanyaan ini marilah kita 

simak keterangan-keterangan para beberapa Ulama mu‟tabar mengenai ini, 

sebagai berikut: 

1) Qadhi  „Iyadh mengatakan: 

“Rasulullah SAW menamakannya sebagai syirik, karena yang 

ma‟ruf pada zaman beliau adalah ruqyah, azimat dan pelet yang 

dikenali pada zaman Jahiliyah, yakni mengandung unsur-unsur syirik, 

atau mengambilnya sebagai penangkal menunjukan adanya i‟tiqad 

memberi bekas (ta‟tsir) yang menyebabkan kepada syirik.” (Al-

Manawy, Faidul Qadir, Maktabah Syamilah, Juz. II, Hal. 341).
134

 

 

 

 

2) Imam al-Thaiby mengatakan: 

“Karena orang Arab mengi‟tiqad memberi bekas dan 

mengqashad dengan ruqyah, azimat dan pelet untuk menolak takdir 

yang telah ditentukan untuknya, maka mereka meminta terlindung dari 

mara bahaya dari selain Allah Ta‟ala, seperti itulah, i‟tiqad orang-

orang Jahiliyah. Karena itu, tidak masuk yang demikian itu yang 

disebut dengan nama-nama Allah dan kalam-Nya dan tidak termasuk 

juga orang-orang yang menggantungkannya dengan dzikir kerena 

mencari berkah serta menyakini bahwa tidak ada yang dapat 

membuka kecuali Allah, maka ini tidak mengapa.” (Al-Manawy, 

Faidul Qadir, Maktabah Syamilah, Juz. II, Hal. 341).
135
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3) Ibnu Mulaqqan dalam mengomentari hadist pertama di atas 

mengatakan: 

“Maksudnya itu adalah ruqyah Jahiliyah dan sihir yang sama 

dengannya berupa ruqyah yang tercela.” (Ibnu Mulaqqan, al-Tauzhih 

li Syarh al-Jami’ al-Shahih, Wazarah al-Auqaf al-Syu-un al-

Islamiyah, Qathar,  Juz. XXVII, Hal. 492).
136

 

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat dipahami bahwa 

ruqyah dan azimat yang dihukum tercela dan syirik penggunaannya dalam 

hadits-hadits di atas dan yang tersebut dalam hadits-hadits lain yang tidak 

kami sebut di sini adalah ruqyah dan azimat yang mengandung unsur-

unsur syirik di dalamnya atau ada i‟tiqad ta‟tsir (memberi bekas) pada 

selain Allah Ta‟ala sebagaimana yang lazim terjadi pada zaman awal 

kemunculan Islam (zaman Jahiliyah). Sehingga dengan keterangan ini pula 

dapat dipahami kalau Rasulullah dalam banyak riwayat pernah melakukan 

ruqyah dan menganjurkannya sebagaimana hadits-hadits yang akan kami 

kemukakan sesudah ini. 

 

1) Hadits-hadits yang membolehkan menggunakan ruqyah selama tidak 

ada unsur syirik: 

a. Dari Aisyah r.a, beliau mengatakan : 

َْ إِرَا اشْزىََٝ َُ وَب سٍَ  َٚ  ِٗ ْ  سَسُٛيَ اللهِ صٍَٝ  اللهُ ع١ٍََْ ءَ  أ ْٟ ُْ اٌش  ْٔسَب الْإِ

 َُ سٍَ  َٚ  ِٗ ُّٟ صٍَٝ  اللهُ ع١ٍََْ ْٚ جُشْحٌ، لبَيَ: إٌ جِ ِٗ لشَْدَخٌ أَ ْٚ وَبٔذَْ ثِ ُْٕٗ، أَ ِِ
ُِ اللهِ،  ُ  سَفعََٙبَ ثبِسْ ُْ سَج بثزََُٗ ثبِلْأسَْضِ، ثُ ضَعَ سُف١ْبَ َٚ َٚ ِٗ ٘ىََزَا،  ثإِصِْجعَِ

بَرشُْثخَُ أسَْضِٕبَ، ثش٠ِِمخَِ ثعَْضِ  ِْ سَثِّٕ ٕبَ، ثإِرِْ ُّ ِٗ سَم١ِ  ٕبَ، ١ٌِشُْفَٝ ثِ
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Artinya: Apabila ada orang-orang mengadu hal kepada Rasulullah 

SAW atau beliau mengalami penyakit kudis atau luka, 

maka beliau menjampinya dengan ucapan : 

ُِ اللهِ، رشُْثخَُ أسَْضِٕبَ، ثش٠ِِمخَِ  ٕبَ، ثبِسْ ُّ ِٗ سَم١ِ ثعَْضِٕبَ، ١ٌِشُْفَٝ ثِ

بَ ِْ سَثِّٕ  ثإِرِْ

sambil menggunakan telunjuk beliau seperti ini. Sufyan 

(perawi hadits ini) meletakkan telunjuknya di atas tanah, 

kemudian mengangkatnya. (H.R. Muslim) (Imam 

Muslim, Shahih Muslim, Maktabah Syamilah, Juz. IV, 

Hal. 1724, No. Hadits : 2194).
137

 

b. Hadits Utsman bin Abi al-„Ash al-Tsaqafi berbunyi: 
 

ُ شَىَب إٌَِٝ سَسُٛيِ اللهِ صٍَٝ  اللهُ  ، أَٔٗ  ِّٟ ِٓ أثَِٟ اٌْعَبصِ اٌث مفَِ َْ ثْ ب َّ ْٓ عُثْ عَ

 َُ ْٕزُ أسٍََْ ُِ  ِٖ جَعًب ٠جَِذُُٖ فِٟ جَسَذِ َٚ  َُ سٍَ  َٚ  ِٗ فمَبَيَ ٌَُٗ سَسُٛيُ اِلله صٍَٝ  ع١ٍََْ

ُِ اِلله  ًْ ثبِسْ لُ َٚ ْٓ جَسَذِنَ،  ِِ  َُ : ضَعْ ٠ذََنَ عٍََٝ اٌ زِٞ رأٌََ  َُ سٍَ  َٚ  ِٗ اللهُ ع١ٍََْ

أدَُبرِسُ  َٚ ب أجَِذُ  َِ ْٓ شَشِّ  ِِ  ِٗ لذُْسَرِ َٚ ادٍ أعَُٛرُ ثبِللهِ  ش  َِ ًْ سَجْعَ  لُ َٚ  ثلََاثبً، 
 

Artinya: “Dari Ustman bin Abi al-„Ash al-Tsaqafi, sesungguhnya 

beliau mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang 

penyakitnya yang didapati pada tubuhnya selama masuk 

Islam, lalu Rasulullah Saw mengatakan kepadanya, 

“Letakkan tanganmu atas penyakit yang kamu derita di 

atas badanmu dan katakanlah: “Bismillah tiga kali dan 

tujuh kali ucapan: 

أدَُبرِسُ  َٚ ب أجَِذُ  َِ ْٓ شَشِّ  ِِ  ِٗ لذُْسَرِ َٚ  أعَُٛرُ ثبِللهِ 

(H.R. Muslim) (Imam Muslim, Shahih Muslim, 

Maktabah Syamilah, Juz. IV, Hal. 1728, No. Hadits : 2202).
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Dalam dua hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa ruqyah yang 

dibolehkan itu ada yang menggunakan benda sebagai simbolik 
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(tafa-ul), pada hadits pertama dengan menggunakan tanah, 

sedangkan hadits kedua menggunakan tangan. Ruqyah ada juga 

tanpa menggunakan simbol apa-apa, tetapi hanya dengan membaca 

ayat-ayat Al-Qur‟an tertentu. 

2) Azimat merupakan ruqyah dengan menggunakan simbol-simbol (tafa-

ul) 

Azimat dengan membaca dan menulis ayat-ayat Al-Qur‟an tertentu 

atau zikir-zikir tertentu pada suatu benda, lalu digantung pada tubuh 

seseorang dengan harapan menjadi berkah dan terlindungi dari penyakit 

dengan izin Allah Ta‟ala merupakan ruqyah yang dibenarkan dalam 

agama. Hal itu, karena ia merupakan ruqyah dengan menggunakan 

simbol-simbol (tafa-ul). Sebaliknya, apabila yg ditulis mengandung 

unsur-unsur syirik, maka itu adalah azimat yang diharamkan agama. 

Berikut ini keterangan syara‟ yang membolehkan menggunakan 

suatu benda untuk mengambil berkah  (tabarruk),  antara lain : 

a. Nabi SAW memberkati dengan air yang telah disentuhnya. Imam 

Bukhari meriwayatkan hadits sebagai berikut : 

 ًَ بءٌ فغََسَ َِ  ِٗ َُ ثمِذََحٍ ف١ِ سٍَ  َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ ُّٟ صٍَٝ  الله  ُِٛسَٝ دَعَب إٌ جِ لبَيَ أثَُٛ 

جْ  َٚ َٚ  ِٗ أفَْشِغَب عٍََٝ ٠ذ٠ََْ َٚ  ُْٕٗ ِِ ب اشْشَثبَ  َّ ُ  لبَيَ ٌَُٙ ِٗ ثُ ج  ف١ِ َِ َٚ  ِٗ َُٙٗ ف١ِ

ب َّ ٔذُُٛسِوُ َٚ ب  َّ ىُ ِ٘ جُٛ ُٚ 
 

Artinya: “Berkata Abu Musa: “Nabi Muhammad SAW meminta 

semangkok air, lalu beliau mencuci kedua tangannya dan 

membasuh wajahnya di dalamnya, dan mengeluarkan air 

dari mulutnya, kemudian bersabda kepada mereka berdua 

(dua orang sahabat yang ada di sisi beliau, “Minumlah 

dari air itu dan semburlah pada wajah dan lehermu.” 

(H.R. Bukahri) (Bukhari, Shahih Bukhari, Dar Thauq 

an-Najh, Juz. I, Hal. 49, No. Hadits : 188).
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b. Tabarruk Nabi Ya‟kub a.s. dengan baju qamis anaknya, Nabi Yusuf 

untuk kesembuhan matanya, sebagaimana diceritakan Allah dalam 

firman-Nya, Q.S. Yusuf: 93 

                  

             

Artinya:  “Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu 

letakkanlah dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat 

kembali dan bawalah keluargamu semuanya 

kepadaku.” (Q.S. Yusuf : 93) 

Mata Nabi Ya‟kub sembuh seketika pada saat wajah beliau 

menyentuh qamis Nabi Yusuf , sebagaimana kisah selanjutnya 

dalam firman Allah: 

                        

               

Artinya: “Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka 

diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya'qub, lalu 

kembalilah dia dapat melihat. Berkata Ya'qub: "Tidakkah 

aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui tentang 

Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya.” (Q.S. Yusuf 

: 96) 
 

3) Haram azimat dengan tulisan-tulisan yang tidak diketahui maknanya 

karena dikuatirkan ada unsur syirik. Hal ini berdasarkan hadits Nabi 

SAW, antara lain: 

a. Hadits berbunyi:   



 

َْ أَ  ُْ وَبُٔٛا ٠مٌَُُٛٛ ُ  ٙ ِٓ  َُ ٍ  سَ َٚ  ِٗ ١ْ ٍَ عَ  اللهُ  ٍٝ  صَ  اللهِ  ٛيُ سُ سَ  ْ  أَٔ ََٔٙٝ عَ

 ْٓ ِِ ِْ ف١ِٙبَ وَث١ِشٌ  ب َِ لَٝ فِٟ رٌَهَِ اٌز  وَبٔذَِ اٌشُّ َٚ ذ٠ِٕخََ  َّ ٌْ ََ ا لَٝ دِزٝ لذَِ اٌشُّ

ِٗ فمَبٌَُٛا ٠بَ سَسُٛيَ  ْٓ أصَْذَبثِ ِِ  ًٌ ذ٠ِٕخََ ٌذُِغَ سَجُ َّ ٌْ ََ ا ب لذَِ  ّ شْنِ فٍََ َِ اٌشِّ وَلَا

َْ آيُ دَ  ِ لذَْ وَب لَٝ رشََوُٛ٘بَ الله  ِٓ اٌشُّ ّ ب ١ََْٙٔذَ عَ خِ فٍََ َّ ٌْذُ َٓ ا ِِ  َْ ٍَ ٠شَْلُٛ زْ

ِٙذَ  َْ لذَْ شَ وَب َٚ بسَحَ  َّ َُ ادْعُٛا ٌِٟ عُ سٍَ  َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ ِ صٍَٝ  الله  فمَبَيَ سَسُٛيُ الله 

ُْ ٠شََ ثِٙبَ ثأَسًْب  ِٗ فٍََ ٟ  سُل١ْزَهََ فعََشَضَٙبَ ع١ٍََْ ُْ فمَبَيَ اعْشِضْ عٍََ ٌَُٙ َْ أرَِ َٚ
 ثِٙبَ

 

Artinya: “Sesungguhnya mereka mengatakan, bahwa Rasulullah 

SAW telah melarang ruqyah sehingga tiba di Madinah, 

pada ketika itu, ruqyah banyak terdiri dari kalam 

syirik.  Tatkala salah seorang sahabat Nabi disengat 

binatang berbisa, mereka mengatakan kepada 

Rasulullah, “Ya Rasulullah, orang-orang Hazam 

terbiasa melakukan ruqyah karena sakit panas, tetapi 

manakala engkau melarangnya, merekapun 

meninggalkannya. Rasulullah SAW berkata, “Panggillah 

„Umarah kepadaku.”(Umarah ini pernah ikut perang 

Badar), kemudian Rasulullah berkata kepada Umarah, 

“Nampakkanlah ruqyahmu kepadaku!”, Kemudian 

Umarahpun memperlihatkannya, lalu Rasulullah SAW 

tidak melihat ada masalah dengan ruqyah tersebut, 

maka beliau mengizinkan mereka menggunakan ruqyah 

tersebut.” (H.R. Ibnu Wahab) (Ibnu  Mulaqqan, al-

Tauzhih li Syarh al-Jami’ al-Shahih, Wazarah al-Auqaf 

al-Syu-un al-Islamiyah, Qathar,  Juz. XXVII, Hal. 

492).
140

   

 

Riwayat ini selengkapnya juga disebut dalam kitab al-Tamhid 

karangan Ibnu Abd al-Bar. (Ibnu Abd al-Bar, al-Tamhid, 

Maktabah Syamilah, Juz. XXIII, Hal. 155).
141

 

b. Dari „Auf bin Malik al-Aysja‟i, beliau berkata : 

ٍْٕبَ: ٠َ  ١ٍِ خِ، فمَُ ِ٘ ْٟ اٌجَب ْٟ فِ يَ اللهِ و١َْفَ رشََٜ فِٟ رٌَهَِ؟ وُٕ ب ٔشَْلِ ْٛ ب سَسُ

ِٗ شِشْنٌ  ْٓ ف١ِْ ُْ ٠ىَُ ب ٌَ َِ لَٝ  ، لَا ثأَسَْ ثبٌِشُّ ُْ ّٟ سُلبَوُ ا عٍََ ْٛ  فمَبَيَ: اعْشِضُ
 

Artinya: “Pada zaman Jahiliyah, kita selalu melakukan ruqyah. 

Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, bagaimana 

                                                             
140

Ibid., 
141

Ibid., 



 

pendapatmu ya Rasulullah tentang hal itu. Rasulullah 

menjawab: “Coba tunjukkan azimatmu itu padaku. 

Membuat azimat tidak apa-apa selama di dalamnya 

tidak terkandung kesyirikan.”  (H.R. Muslim) (Imam 

Muslim, Shahih Muslim, Maktabah Syamilah, Juz. IV, 

Hal. 1727, No. Hadits : 2200).
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2) Macam-Macam Barang Bertuah 

Secara umum, azimat terbagi menjadi dua macam: 

1) Azimat yang tidak bersumber dari Al-Qur‟an. Azimat jenis inilah yang 

dilarang oleh syariat Islam. Jika seseorang percaya bahwa azimat itu 

dapat berpengaruh tanpa kehendak Allah maka ia terjerumus dalam 

perbuatan syirik besar karena hatinya telah bersandar kepada selain 

Allah. Adapun jika seseorang meyakini bahwa azimat itu hanya 

sebagai sebab dan tidak memiliki kekuatan sendiri maka ia terjatuh 

dalam perbuatan syirik kecil. 

2) Azimat yang bersumber dari Al-Qur‟an. Dalam hal ini ulama berbeda 

pendapat, ada sebagian yang membolehkan dan ada yang melarangnya. 

Adapun pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah terlarang, 

meskipun hukumnya tidak syirik karena menggunakan Al-Qur‟an 

disini berarti bersandar pada kalamullah bukan bersandar kepada 

makhluk. Mengapa dilarang? Karena keumuman dalil tentang 

keharaman jimat, tidak peduli jimat tersebut berupa Al-Qur‟an ataupun 

bukan. Pemakaian jimat dari Al-Qur‟an juga mengandung unsur 

penghinaan terhadap Al-Qur‟an, yaitu ketika dibawa tidur, buang 

hajat, atau sedang berkeringat dan semacamnya. Hal seperti ini tentu 
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bertentangan dengan kesucian Al-Qur‟an. Selain itu juga, jimat ini 

dapat pula dimanfaatkan oleh para pembuatnya untuk menyebarkan 

kemusyrikan dengan alasan jimat yang dibuatnya dari Al-Qur‟an.
143
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BAB III 

 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Sejarah Desa Mulya Kencana 

Tiyuh Mulya Kencana asal usulnya adalah Desa penempatan Transmigrasi 

tahun 1974/1975, yang berasal dari Pulau Jawa yang terdiri dari: 

1. Integrasi ABRI Diponegoro 40 KK tahun 1974 

2. Yogyakarta (Trans DBB) Transmigrasi dengan bantuan 141 KK 

3. Bandung (DBB) 70 KK 

4. Jember (DBB) 37 KK 

5. Purwodadi 50 KK 

6. Banyumas 60 KK 

7. Semarang 78 KK 

8. Banyuwangi 76 KK 

9. Mediun 58 KK 

10. Kediri 84 KK 

11. Surakarta 30 KK 

12. Kebumen 24 KK 

13. Total penempatan awal 758 KK 

Perkembangan dari tahun ke tahun sampai tahun 2014 jumlah KK 1.415 

dan jumlah jiwa 4.743 jiwa. 

Setelah usia masa pembinaan oleh proyek Transmigrasi pada tahun 1974-

1984 yang awalnya dipimpin oleh Bapak Prapto Wiyono, selaku koordinator 

Rukun Kampung (RK) 1974-1976. Bapak Sumarto 1976-1977. Bapak 



 

Sulaiman 1977. Bapak K.Sudaryo 1977-1978 (Kepala Desa Persiapan), Bapak 

K.Sudaryo 1978-1998 (sebagai Kepala Desa Devintif) hasil pemilihan. 

Koordinator Rukun Kampung yang pada tahun 1974-1977 bekerja sama 

dengan seorang Ka.Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT), Bapak 

Sutarjo.BA menjabat KUPT dan pada tahun 1977-1979. Bapak Sunarno.BA. 

tahun 1979-1984. Bapak Mulyono.BA. dari binaan KUPT tahun 1984 

diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Lampung Utara dengan Kepala 

Desa Bapak K. Sudaryo 1984-1998, pada tahun 1998-2006 Kepala Kampung 

dijabat oleh Bapak Ryan Purwanto pada masa tersebut pada tahun pada tahun 

2002 nama Desa menjadi nama Kampung hingga saat sekarang ini dengan 

nama Kampung Mulya Kencana, tahun 2006-2007 Bapak Isrofi sebagai 

pejabat Kepala Kampung tahun 2007-2012 Kepala Kampung dijabat oleh 

Bapak Totok Ismanto pada periode ini terjadi pemekaran kampung pada 

akhirnya tahun 2008 pada tanggal 31 Desember menjadi Kampung Mulya 

Kencana dan Kampung Mulya Jaya yang awalnya Kampung Mulya Kencana 

terdiri dari 8 Suku dengan adanya pemekaran  Tiyuh Menjadi 5 Suku. Dengan 

luas Wilayah awalnya 1.832,75 Ha sekarang menjadi 1.065 Ha. 

Dengan batas awalnya: 

Timur  : Kampung Ujung Gunung Ilir 

Barat  : Kampung Pulung Kencana 

Utara  : Kampung Tirta Kencana 

Selatan  : Kampung Candra Kencana 

 



 

Batas setelah ada pemekaran hingga sekarang batas Wilayah: 

Timur  : Kampung Kagungan Rahayu 

Barat   : Tiyuh Mulya Jaya 

Utara  : Tiyuh Tirta Kencana 

Selatan  : Tiyuh Candra Jaya 

Sebelum Ibu Esa Ratnasari menjabat sebagai Kepalo Tiyuh Mulya 

Kencana secara difinitif, pelaksana tugas Kepalo Tiyuh dijabat oleh Bapak 

Isrofi. Pada tahun 2013 sampai Sekarang Kepalo Tiyuh dijabat oleh Ibu Esa 

Ratnasari.
144

 

B. Letak Geografis Desa Mulya Kencana 

Desa Mulya Kencana merupakan salah satu dari 19 Desa yang ada di 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Sedangkan Tulang Bawang Tengah 

merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dilihat 

dari letak Geografisnya Desa Mulya Kencana berada  pada ketinggian 29 

Meter sampai 30 Meter di atas permukaan laut. 

Jarak tempuh dari Desa ke Ibukota Kecamatan adalah kurang lebih 17 km, 

sedangkan jarak tempuh dari pusat Desa ke Ibukota Kabupaten adalah kurang 

lebih 23 km. Kalau jarak tempuh dari pusat Desa ke Ibukota Provinsi kurang 

lebih 120 km. 

Luas wilayah Desa kurang lebih 1.065 hektar (Ha), dan peruntukannya 

kurang lebih 896,25 hektar sebagai lahan perkebunan, kurang lebih 55,50 

hektar sebagai lahan perkarangan, kurang lebih 1,5 hektar sebagai lahan 
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pemakaman, kurang lebih 0,5 hektar sebagai lahan perkantoran dan kurang 

lebih 55,50 hektar sebagai lahan pemukiman.
145

 

C. Pengertian Barang Bertuah di Desa Mulya Kencana 

Jual beli barang bertuah (azimat/tamimah) sudah menjadi budaya 

digolongan masyarakat tertentu. Menurut pembeli motivasi yang 

melatarbelakangi seseorang untuk melakukan kegiatan muamalah adalah 

untuk koleksi barang peninggalan ataupun mencari keberkahan (tabarruk). 

Seperti penglaris dagangan, kewibawaan, keselamatan dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terkait praktik jual beli 

barang bertuah (azimat/tamimah) adapun beberapa pengertian barang bertuah 

(azimat/tamimah) di masyarakat Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat: Menurut ahli spiritual 

(penjual), Menurut Pembeli dan Menurut Tokoh Agama Masyarakat Desa. 

Ahli spiritual itu sendiri adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dalam 

bidang ilmu magis atau goib. 

Berdasarkan wawancara dengan mbah Borok ahli spiritual (penjual), 

menurutnya barang bertuah (azimat/tamimah) adalah barang yang berasal dari 

alam gaib yang memang memiliki kesaktian atau manfaat khusus bagi 

pemiliknya. Untuk barang bertuah (azimat/tamimah) menurutnya banyak jenis 

dan bentuk, di antaranya: keris, tusuk konde, kitab stambul, batu mustika, 

cincin mustika, dan masih banyak lagi.
146
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Mbah Borok (ahli spiritual atau penjual), Wawancara tanggal 28 Februari 2019 di Desa 

Mulya Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat 



 

Selanjutnya dari hasil wawancara dari beberapa peminat atau orang yang 

pernah membeli barang bertuah menurutnya antara lain: 

Bapak Sukardi, menurutnya barang bertuah (azimat/tamimah) adalah 

barang peninggalan atau warisan leluhur yang langka dan biasanya memiliki 

kekuatan gaib yang dan dapat dimanfaatkan pemiliknya.
147

 

Bapak Santoso, menurutnya barang bertuah (azimat/tamimah) adalah suatu 

barang yang terdapat makhluk gaib yang selalu diambil manfaatnya.
148

 

Bapak Sumarji, menurutnya barang bertuah (azimat/tamimah) adalah 

barang peninggalan sejarah yang memiliki berbagai manfaat untuk 

pemiliknya.
149

 

Bapak Sarjono, menurutnya barang bertuah (azimat/tamimah) adalah suatu 

barang yang memiliki kekuatan mistis yang dapat digunakan penggunanya.
150

 

Selain pengertian di atas, adapun hasil wawancara singkat menurut tokoh 

agama tentang barang bertuah (azimat/tamimah).  

Bapak Nurul Huda, menurutnya barang bertuah (azimat/tamimah) 

merupakan sesuatu barang yang memiliki kekuatan khusus atau dianggap 

dapat memberikan manfaat terlepas dari syariat agama.
151

 

Dari pengertian di atas, dapat simpulkan bahwa barang bertuah 

(azimat/tamimah) adalah barang atau benda yang berasal dari alam gaib yang 
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mempunyai kekuatan magis yang dimanfaatkan oleh beberapa golongan orang 

terlepas dari syariat. 

D. Akad Jual Beli Barang Bertuah 

Dalam wawancara singkat dengan ahli spiritual (penjual), menurutnya 

akad transaksi jual beli barang bertuah dilakukan dengan cara menyesuaikan 

kebutuhan yang diminta oleh pembeli atau dapat dengan kata lain harus 

mencari terlebih dahulu, misalnya terdapat pembeli yang meminta barang 

bertuah yang dapat menarik pembeli untuk dagangan (penglaris). Selanjutnya, 

beliau menuturkan meminta mahar sejumlah uang untuk persyaratan mencari 

barang bertuah yang diminta. Setelah beliau mendapatkan barang yang sesuai 

beliau menyerahterimakan barang tersebut dengan akad pemaharan yang 

diawal yang diikuti penyerahan barang.
152

 

Berdasarkan dari hasil wawancara singkat dengan ahli spiritual (penjual) 

dapat disimpulkan bahwa akad jual beli barang bertuah dilakukan dengan cara 

pemesanan, yang disertai pemberian sebagian mahar untuk mencari barang 

yang diminta pembali. Dalam hal ini, ahli spiritual melakukan beberapa ritual 

khusus untuk mendapatkan barang dari alam goib atau merajah sendiri sesuai 

permintaan pembeli. 
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E. Penetapan Harga Barang Bertuah 

Penetapan harga barang adalah hal yang penting dalam transaksi jual beli 

tidak terkecuali transaksi jual bali barang bertuah. Penetapan harga barang 

bertuah sendiri, menurut ahli spiritual (penjual) hanya meminta mahar 

sejumlah uang yang diikuti dengan jumlah mahar barang tersebut, misalnya 

sebuah keris dapat dimahari sejumlah uang Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000 

tergantung dari ahli spiritual (penjual) menyebutkan jumlah mahar yang 

diminta.
153

 

Menurut ahli spiritual (penjual) dan penambahan kata-kata dari penulis 

agar mudah dipahami, menurutnya kata mahar yang dimaksud adalah 

maskawin untuk memiliki barang bertuah tersebut atau dalam artian sebagai 

penetapan suatu harga barang bertuah yang biasa digunakan untuk 

memberitahukan harga yang diminta.
154

 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata mahar ini 

merupakan penetapan suatu harga untuk barang bertuah yang diperjualkan, 

dengan alasan ahli spiritual untuk menghormati barang bertuah tersebut. Maka 

kata mahar sebagai pengganti nilai tukar atau harga suatu barang yang 

diperjualbelikan. Dalam hal ini dipercaya untuk mengikat antara pembeli 

dengan barang bertuah tersebut. Dengan kata lain untuk ikatan antara pembeli 

sebagai tuan dengan tuah (penghuni) barang tersebut. Maka kata mahar 

tersebut untuk menghargai tuah (penghuni) barang bertuah agar menjalin 

hubungan dengan pembeli. 
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F. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Barang Bertuah di Desa 

Mulya Kencana 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama Desa Mulya Kencana, 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, 

tentang praktik jual beli barang bertuah (azimat/tamimah). Menurutnya hukum 

praktik jual beli barang bertuah tidak boleh, jangankan diperjualbelikan 

memberikannya atau menerimannya hukumnya tidak boleh.
155

 

Kemudian beliau menjelaskan tentang penggunaan bahasa mahar dalam 

kegiatan mu‟amalah khususnya transaksi jual beli sebagai penentuan harga 

berupa uang ataupun barang yang memiliki nilai tukar yang sama atau lebih 

tinggi dari barang yang diperjualbelikan. Adapun dari hasil wawancara dengan 

tokoh agama berkaitan dengan hukum penggunaan bahasa mahar untuk jual 

beli. 

Menurutnya penggunaan bahasa mahar dalam muamalah hukum asalnya 

itu boleh secara umum hanya saja secara bahasa kurang tepat, karena mahar 

itu menurut beliau adalah sebuah istilah untuk shadaq yang diberikan oleh 

seorang laki-laki kepada perempuan didalam akad nikah. Sedangkan jika 

penggunaannya untuk sebagai sesuatu yang digunakan untuk membeli atau 

menjual maka itu tidak tepat. Jadi hukum penggunaan bahasa mahar untuk 

jual beli itu boleh tapi tidak tepat secara bahasa. Sedangkan, penggunaan 

istilah mahar dalam jual beli barang bertuah (azimat/tamimah) adalah bentuk 

talbis atau pengkaburan untuk menghalalkan hal yang jelas dilarang. 
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Selanjutnya, pandangan beliau tentang pembeli yang membeli barang 

bertuah sebagai koleksi hukumnya tidak boleh, karena ditakutkan ia akan 

menyakini bahwa azimat atau tamimah tersebut dapat memberi manfaat atau 

mudharat selain Allah dan ini akan termasuk perbuatan syirik. Sedangkan, 

berdasarkan pendapat beliau menurut hukum Islam memanfaatkan barang 

bertuah hukumnya adalah syirik besar. Karena, ia meminta pertolongan 

kepada selain Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah [1] ayat ke 5:  

           

Artinya: “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada 

Engkaulah kamu memohon pertolongan”. 

Allah juga berfirman dalam surat Al-An‟am [6] ayat 151: 

 

                          

Artinya: “Katakan (Muhammad): marilah Aku bacakan apa yang 

diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya 

dengan apapun”.
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Praktik Jual Beli Barang Bertuah (Azimat/Tamimah) 

 

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan jual beli barang bertuah 

(azimat/tamimah) yang dilakukan mbah Borok di Desa Mulya Kencana, 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan 

melakukan jual beli barang bertuah dengan cara akad pemaharan, yaitu 

peminat (pembeli) memahar sejumlah uang yang diminta ahli spiritual untuk 

mendapatkan barang bertuah yang diminta. Kemudian, penggunaan bahasa 

mahar sendiri berdasarkan pada Bab III halaman 77, menurut ahli spiritual 

kata mahar yang dimaksud adalah maskawin untuk memiliki barang bertuah 

tersebut atau dalam artian sebagai penentuan harga yang biasanya memang 

digunakan untuk memberitahukan harga yang diminta. Dalam hal ini 

dipercaya untuk mengikat antara pembeli dengan barang bertuah tersebut. 

Dengan kata lain untuk ikatan antara pembeli sebagai tuan dengan tuah 

(penghuni) barang tersebut. Maka kata mahar tersebut untuk menghargai tuah 

(penghuni) barang bertuah agar menjalin hubungan dengan pembeli. 

Dalam praktik jual beli barang bertuah (azimat/tamimah) dengan 

penggunaan bahasa mahar untuk penetapan suatu harga. Menurut tokoh agama 

pada Bab III halaman 78, secara umum hukumnya boleh. Tetapi, secara 

bahasa kurang tepat. Karena, mahar adalah sebuah istilah untuk shadaq yang 

diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan di dalam akad nikah. 

Sedangkan, jika penggunaan bahasa mahar sebagai sesuatu yang digunakan 



 

untuk membeli atau menjual maka itu tidak tepat. Jadi hukum penggunaan 

bahasa mahar untuk jual beli itu boleh tapi tidak tepat secara bahasa. 

Kemudian, jika penggunaan istilah mahar untuk penetapan suatu harga dalam 

praktik jual beli barang bertuah (azimat/tamimah) adalah bentuk talbis atau 

pengkaburanan untuk menghalalkan hal yang jelas dilarang. 

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Bertuah di 

Desa Mulya Kencana 

 

Dalam bermua‟malah khususnya jual beli transaksi harus dilakukan atas 

dasar kerelaan antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain, 

karena pada dasarnya merupakan unsur dari jual beli yang harus terpenuhi. 

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab III halaman 74 terhadap praktik jual 

beli barang bertuah (azimat/tamimah) yang dilakukan Mbah Borok di Desa 

Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat yang melatarbelakangi terjadinya transaksi jual beli barang 

bertuah (azimat/tamimah) adalah  pertama, sebagai koleksi, dan kedua, untuk 

diambil manfaatnya (Tabbaruk).  

Kemudian, berdasarkan latar belakang terjadinya transaksi jual beli 

tersebut jika dilihat dari segi sebagai koleksi menurut rukun dan syarat barang 

dalam transaksi jual beli yang terdapat pada Bab II halaman 25-26 hukumnya 

boleh, karena barang bertuah (Azimat/Tamimah) bukanlah termasuk barang 

najis ataupun dinajiskan. Selain itu, barang (objeknya) dapat diserahterimakan 

pada waktu transaksi jual beli dan tidak terkait dengan hak orang lain. Dengan 

demikian, hukum praktik jual beli tersebut Sah dan tidak bertentangan dengan 

syariat hukum Islam. 



 

Sedangkan, jika dilihat dari segi manfaat kebendaannya (untuk diambil 

manfaatnya) hukum transaksi jual beli tersebut Dilarang. Karena, termasuk 

dalam kaidah menarik maslahat. Kaidah ini adalah kaidah yang berkaitan 

dengan pilihan antara dua hal, yaitu menolak kemudaratan dan mendatangkan 

kemaslahatan. Kaidah cabang ini berbunyi:
157

 

صَبٌخِ َّ ٍْتِ اٌ ٌَ عٍََٝ جَ مذَ   ُِ فبَ سِذ  َّ  دَسْءُ اٌ
Artinya: “menolak kerusakan itu didahulukan sebelum menarik 

kemaslahatan”. 

Dalam redaksi lain kaidah ini berbunyi: dar‟ul mafasid aula min jalbil 

mashalikh (menolak kerusakan itu lebih utama dibanding menarik 

kemaslahatan), yaitu dengan mengganti kata maqaddamun (didahulukan) 

dengan kata aula (lebih utama). Kedua kaidah ini menunjukkan pengertian 

yang sama, karena yang dimaksud aula (lebih utama) adalah lebih utama dan 

lebih berhak untuk didahulukan dari pada yang lain.
158

 

Kemudian, kedua kaidah ini dapat ditemukan landasan dalilnya dalam ayat 

Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang manfaat dan mudarat minuman keras, 

Allah Swt berfirman:
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Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih 

besar dari manfaatnya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 219) 

Minuman keras dan perjudian atau sejenisnya sejenisnya memang bisa 

mendatangkan kemanfaatan, khususnya bagi penjualnya, pengedarnya, atau 

bandarnya, akan tetapi minuman keras, perjudian, atau sejenisnya juga dapat 

menyebabkan kerusakan akal, pertengkaran dan permusuhan. Dengan 

demikian kerusakan-kerusakan inilah yang seharusnya dihindari terlebih 

dahulu, apalagi didalam ayat itu tegas kerusakan (dosa) yang disebabkan 

olehnya lebih besar dari kemanfaatnnya.
160

 Untuk menentukan dan 

menimbang besar kecilnya kemaslahatan dan kemudaratan tentu memerlukan 

pertimbangan yang matang dari seorang yang ahli dalam fiki, seperti mujtahid 

yang mampu membaca dan mendalami dalil-dalil syariah.
161

 

Kaidah cabang ini dapat berlaku dalam jual beli, yaitu kasus dilarangnya 

jual beli barang-barang haram, seperti babi, daging anjing, minuman keras, 

alkohol dan sejenisnya. Meskipul jual beli barang-barnag tersebut dapat 

mendatangkan keuntungan (kemaslahatan) ekonomi, akan tetapi kemudaratan 

dan kerusakan yang diakibatkannya dari jual beli tersebut jauh lebih besar dan 
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kaidah fikih menolak kerusakan (kemudaratan) harus lebih diutamakan, 

sehingga jual beli barang-barang tersebut juga dilarang.
162

 Seperti halnya 

dengan barang bertuah (azimat/tamimah), jika berdasarkan kaidah di atas 

maka jelas praktik jual beli barang bertuah (azimat/tamimah) dengan alasan 

atau tujuan untuk mengambil manfaat (tabbaruk) hukumnya Haram. 

Berdasarkan hasil analisa di atas, menurut pandangan hukum Islam 

tentang praktik jual beli barang bertuah (azimat/tamimah) yang dilakukan 

mbah Borok di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat hukumnya boleh asal dalam tansaksi jual 

beli bertujuan hanya sebagai koleksi. Namun, transaksi jual beli tersebut dapat 

menjadi dilarang, jika di niatkan untuk diambil manfaatnya atau dipercaya 

dapat membawa keberuntungan bagi pemilik atau pembeli selain Allah SWT. 

Pelarangan tersebut karena berdasarkan pada kaidah fikih dan tujuan transaksi 

jual beli yang tidak dibenarkan syara‟ dan dapat berdampak buruk terhadap 

keimanan pembeli dan orang lain. Sebagaimana dalam Bab II halaman 61: 

لَ إِ  اٌزِّ ْ  اٌشُّ َٚ  َُ بئِ َّ اٌز  َٚ اٌخََ شِشْنٌ ٝ  َٛ 
Artinya: “Sesungguhnya jampi-jampi dengan nama berhala dan Setan, 

azimat dan tiwalah adalah suatu perbuatan orang-orang 

musyrik”. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian kemudian menguraikan dalam 

bentuk tulisan yang dimulai dari Bab I, II, III, dan IV, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Mulya Kencana, 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat 

tentang pengertian barang bertuah (azimat/tamimah) dapat disimpulkan 

bahwa barang bertuah (azimat/tamimah) adalah barang atau benda yang 

berasal dari alam gaib yang mempunyai kekuatan magis yang 

dimanfaatkan oleh beberapa golongan orang terlepas dari syariat. 

2) Berdasarkan hasil analisa di atas, menurut pandangan hukum Islam 

tentang praktik jual beli barang bertuah (azimat/tamimah) yang dilakukan 

mbah Borok di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat hukumnya boleh, asal dalam tansaksi 

jual beli bertujuan hanya sebagai koleksi. Namun, transaksi jual beli 

tersebut dapat menjadi dilarang, jika di niatkan untuk diambil manfaatnya 

atau dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya atau 

pembelinya. Pelarangan tersebut karena berdasarkan pada kaidah fikih dan 

tujuan transaksi jual beli yang tidak dibenarkan syara‟ dan dapat 

berdampak buruk terhadap keimanan pembeli dan orang lain. 

Sebagaimana dalam Bab II halaman 61: 



 

لَ إِ  اٌزِّ ْ  اٌشُّ َٚ  َُ بئِ َّ اٌز  َٚ اٌخََ شِشْنٌ ٝ  َٛ 
Artinya: “Sesungguhnya jampi-jampi dengan nama berhala dan Setan, 

azimat dan tiwalah adalah suatu perbuatan orang-orang 

musyrik”. 

B. Saran 

1. Bagi ahli spiritual (penjual) hendaknya tidak melakukan kembali praktik 

jual beli barang bertuah (azimat/tamimah), jika tujuan dari transaksi jual 

beli tersebut untuk dimanfaatkan atau dipercaya akan membawa 

keberuntungan, karena dari kemanfaatannya yang tidak dibenarkan oleh 

syara‟ dan haram bagi penjual memperjualbelikan barang yang dapat 

membawa orang lain dalam kerusakan iman akibat meminta pertolongan 

selain kepada Allah SWT. 

2. Bagi pembeli hendaknya meluruskan tujuan membeli barang bertuah 

(azimat/tamimah). Membeli barang bertuah (azimat/tamimah) dengan 

tujuan atau mengharap keberuntungan dari barang tersebut tidak 

dibenarkan oleh syara‟. Karena akan berakibat buruk yang kemudian dapat 

membawa dirinya dalam kemusrikan. Karena hanya kepada Allah SWT 

lah tempat menggantungkan segala sesuatu. 
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